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KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka menjaga konsistensi antara
perencanaan dan penganggaran serta hasil evaluasi
pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2024 dalam mewujudkan pembangunan di
Daerah perlu dilakukan perubahan;

bahwa dalam rangka penyesuaian pada pelaksanaan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang tidak sesuai dengan
asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan,
prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan
kegiatan prioritas daerah, maka perlu adanya perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah Tentang  Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan dan huruf ¢ perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 >

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 65);
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O.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

2

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP} Nasional Tahun
2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 33, Tambagan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Tambagan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran

coors Remiihlile Tan dan ncin Nlmamm e AQ T 7).
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

eri Dalam Neg Nomor 86 tahun 2017
n

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan



Menetapkan :

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)

]

12.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor
2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan
Tahun 2023 Nomor 3;

13.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1
2

Daerah adalah Kabupaten Balangan.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan pemerintah daerah otonom.

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah
Bupati Balangan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Balangan.

Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga
pada Pemerintah Daerah  yang bertanggung jawab
kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan di daerah.
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Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang
selanjutnya disebut P-RKPD adalah perubahan rencana kerja
pembangunan daerah Kabupaten Balangan.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Balangan.

Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya

disebut PPAS adalah Prioritas Plafon Anggaran Sementara
Kabupaten Balangan.

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan
dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana
belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diingin

pada akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang
dilaksanakan dalam mewujudkan visi.

Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil Pemerintah

Daerah untuk mencapai tujuan.
Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang
akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan

anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat
Daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh
satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai
bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program
dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber
daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia),
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya
tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan
keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu
program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan
oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu
program.



21. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah
yang diakui sebagi pengurangan nilai kekayaan bersih dalam
periode tanhun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai
landasan dan pedoman operasional bagi Perangkat Daerah dalam
merencanakan dan melaksanakan pembangunan Tahun 2024
yang memuat arah kebijakan pembangunan, strategi dan
prioritas pembangunan, program dan kegiatan serta rencana
kerja dan kerangka pendanaannya.

Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
a. sebagai pedoman dalam menyusun Perubahan KUA dan

Perubahan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan P-
APBD Tahun Anggaran 2024;

b. sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melakukan
Perubahan Rencana Kerja dan RKA-Perangkat Daerah
Perubahan Tahun Anggaran 2024

c. sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan pembangunan Kabupaten Balangan Tahun
2024.

BAB II
SISTEMATIKA

Pasal 4
(1) P- RKPD Tahun 2024 meliputi:

pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah;
penghapusan kegiatan;

penambahan kegiatan baru;

penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu
kegiatan; serta

€. perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
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(2) Sistematika Dokumen P-RKPD Kabupaten Balangan Tahun

2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut :

BABI : Pendahuluan.
BABII : Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun
2024.

BABIII : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah.
BABIV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.
BABYV : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.

BAB VI : Penutup.

(3) Dokumen P-RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran

a2 % 1 1 ke
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BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

(1) Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan
Pemerintah Pusat yang dianggarkan setelah ditetapkannya P-
RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2024 dan belum
tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Balangan
Tahun 2024, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2024.

(2) Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan
Pemerintah Pusat yang telah dianggarkan sebelum
ditetapkannya P-RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2024
ditetapkan sebagai bahan penyusunan P- RKPD Kabupaten
Balangan Tahun 2024.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP_

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Balangan.

- o Ditetapkan di Paringin
- anggal % Joli sp24
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CABDUL HADI
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BERITA DAERAH KARITPATEN RAT AN/IAN TALITIN ANAA NTALIAT A
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Perubahan RKPD
Kabupaten Balangan Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT, Penyusunan dan
Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan
Tahun 2024 ini dapat dilaksanakan dengan baik, dimana RKPD ini diharapkan dapat
dijadikan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan
Prioritas Plafon Perubahan Anggaran Sementara (PPPAS) Tahun Anggaran 2024 serta
Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024.

Pada masa tahun keempat pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026, maka kami
mengharapkan seluruh stakeholder, khususnya SKPD yang secara teknis merupakan
pelaku dan ujung tombak pembangunan dapat mengoptimalkan seluruh potensi untuk
pencapaian target RPJMD tahun 2021-2026.

Akhirnya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua
pihak yang telah mendedikasikan waktu, tenaga dan pikirannya dalam proses
penyusunan dan penetapan Perubahan RKPD ini. Demikian kami sampaikan, atas

perhatian dan kepeduliannya diucapkan terima kasih.

Paringin, Juli 2024
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Balangan tahun 2024 memuat
rancangan penyusunan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah,
prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan ini
berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 serta mengacu pada hasil evaluasi kinerja
RKPD Tahun 2024 sampai Triwulan II atau semester I Tahun 2024, perkembangan
sosial dan ekonomi daerah tahun berjalan dan realisasi dari pendapatan daerah di

RKPD Tahun 2024.

Adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024
menjadi pedoman dan acuan bagi Kepala Daerah bersama DPRD dalam menyusun
Kebijakan Umum Anggaran serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara
yang menjadi dasar penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Tahun 2024. RKPD juga merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diketahui capaian kinerja
RPJMD sebagai wujud kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun yang

bersangkutan.

Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan keterkaitan,
sinergi, dan konsistensi dengan berbagai dokumen perencanaan yang lebih tinggi baik
di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Rumusan sasaran, program, dan
kegiatan pembangunan dalam RKPD juga dirancang untuk menjawab permasalahan
yang dihadapi dengan berdasarkan data dan asumsi-asumsi yang tepat dan di analisis
secara akurat dan tersistem. Semua program dan kegiatan pembangunan yang
direncanakan diharapkan dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi

masyarakat luas.

Secara umum, hal yang mendasari perlunya dilakukan perubahan RKPD Tahun
2024 adalah perlunya penyesuaian terhadap asumsi pendapatan dan pembiayaan
daerah Kabupaten Balangan tahun 2024. Dasar perubahan tersebut adalah

dikarenakan adanya:
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1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan
kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program

dan kegiatan prioritas daerah.

2) Pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan,
penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan
target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran

kegiatan.

Dokumen Perubahan RKPD selanjutnya akan menjadi landasan serta pedoman
dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat
hingga akhir tahun 2024. Realisasi dari perencanaan yang dituangkan dalam dokumen
Perubahan RKPD Tahun 2024 akan tercermin pada program dan kegiatan dalam
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Balangan
Tahun Anggaran 2024.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2024 disusun dengan

landasan hukum:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kab. Tanah Bumbu dan Kab. Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4256);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);
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11.

12.

13.

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);

.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beserta ketentuan
pelaksanaannya;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan;

15
16

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan

KLHS;
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib
DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;

22.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;

23.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

24.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

26.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

27.Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan
kemiskinan nasional;

28. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

29. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi
Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019;

30. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

31. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

32.Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender Di Daerah;

33. Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

34. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
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Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

35.Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah;

36. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1447);

37.Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

38. Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pemberian SDM Penanggulangan
Kemiskinan Daerah;

39.Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah;

40. Permendagri Nomor 81 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023 ;

41.Permendagri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan
Minimal;

42. Permendagri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2024;

43. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5.-1317 tahun 2023 tentang tentang perubahan atas
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

44. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor
16);

45. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Rencana tata ruang wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 -2035;

46.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun

2022 Nomor 2);
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47.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 071 Tahun 2023 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Selatan;

48. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 (Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 95);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2018);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021);

51. Peraturan Bupati Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. (Berita

Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021).

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah
diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan perubahan RKPD
Tahun 2024 Kabupaten Balangan merupakan bagian yang utuh dari manajemen kerja
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dalam menjalankan agenda
pembangunan yang telah tertuang baik dalam dokumen RPJPD Kabupaten Balangan
Tahun 2005-2025 dan dokumen RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yang
diselaraskan dengan dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026
dan dokumen RPJMN 2020-2024.

1. RKPD - RPJMD
Dokumen RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD sebagai dokumen operasional
tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi makro daerah beserta
kerangka pendanaan, prioritas, sasaran pembangunan, dan rencana program
kegiatan prioritas pembangunan daerah.

2. Perubahan RKPD 2024 - RKPD 2024
Dokumen Perubahan RKPD meliputi perubahan kerangka ekonomi dan keuangan

Daerah; target sasaran pembangunan Daerah; prioritas pembangunan Daerah;
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penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan
target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah pada Tahun 2024.

3. RKPD - Renja PD
Dokumen RKPD sebagai Pedoman penyusunan dan penetapan anggaran Rencana
Kerja PD. Selanjutnya rencana PD digunakan sebagai pedoman penyusunan
rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.

4. RKPD - RKPD Kalimantan Selatan - RKP
Dokumen RKPD Kabupaten harus mengacu, disinkronkan dan diserasikan dengan
dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Selatan dan RKP (Nasional). Sinkronosasi
dilakukan terkait dengan tema, prioritas, sasaran, target kinerja pembangunan, dan
juga indikasi program-program pembangunan prioritas.

5. RKPD - RTRW
Perubahan RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2024 mengacu kepada RTRW
Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 dalam proses penyusunannya.
Perencanaan terkait tata ruang dan pola ruang dalam rentang waktu hingga tahun
2024 perlu diakomodir dalam Perubahan RKPD tahun 2024. Hal ini ditujukan

untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan.

Gambaran tentang hubungan antara Perubahan RKPD Kabupaten Balangan
Tahun 2024 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem
perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan sebagaimana

ditunjukkan pada Gambar 1.1.

IANG A MVE NG sy

UATACAMAA PUREANGTARAY

Gambar 1.1. Hubungan Antar-Dokumen Perencanaan
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1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1 Maksud

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Balangan Tahun 2024 dimaksudkan sebagai perencanaan tahunan yang
memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah,
prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan dengan
mempertimbangkan perkembangan terakhir Tahun 2024 dan evaluasi

semester [ tahun 2024.

1.4.2 Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten
Balangan Tahun 2024 ditujukan untuk memfasilitasi dan menjalankan Misi
pemerintahan dan pembangunan serta mewujudkan Visi Daerah Kabupaten
Balangan secara bertahap.

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2024
adalah untuk:

1 Menyesuaikan program dan kegiatan prioritas pembangunan mengikuti
Perubahan Perangkat Daerah.

2 Untuk mengintegrasikan, mewujudkan keterpaduan, keserasian, dan
menyinergikan program-program pembangunan di daerah.

3 Sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun
Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) dan Perubahan Rencana Kerja dan
Anggaran (P-RKA) PD.

4 Sebagai pedoman dan acuan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan
Badan Anggaran DPRD dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan
APBD (KUPA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(Perubahan-PPAS), dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Rancangan P-APBD) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran
2024.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024

Mengacu pada Pasal 349 Permendagri 86 Tahun 2017, maka penyusunan Perubahan
RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN
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1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Hubungan Antar Dokumen
1.4. Sistematika Dokumen RKPD
1.5. Maksud dan Tujuan
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II RKPD TAHUN 2024
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun
Berjalan dan Realisasi RPJMD
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Perubahan Kebijakan Ekonomi Daerah
3.2. Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
4.2. Perubahan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI PENUTUP
6.1. Kaidah Pelaksanaan

6.2. Kesimpulan
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BABII
EVALUASI HASIL TRIWULAN II RKPD TAHUN 2024

Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2024 menguraikan
beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan yaitu tentang capaian indikator
makro, capaian program dan kegiatan, evaluasi RKPD dan permasalahan pelaksanaan

kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026
sampai Tahun 2023

2.1.2. Capaian Indikator Makro sampai dengan Tahun 2023

Indikator makro adalah indikator kinerja utama yang menjadi alat ukur
ketercapaian visi dan misi pada akhir periode RPJMD. Keberhasilan visi dan misi
tersebut diukur dari pencapaian kinerja Perangkat Daerah terhadap target indikator
sasaran pembangunan daerah. Capaian indikator makro pembangunan Kabupaten
Balangan tahun 2023 menggambarkan kinerja aspek pembangunan manusia yang
diwakili oleh indikator Indeks Pembangunan Manusia dan aspek Pembangunan
Ekonomi yang diwakili oleh indikator Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran

Terbuka, Indeks Gini, dan tingkat kemiskinan sebagaimana disajikan pada tabel

berikut :
Tabel 2.1
Capaian Kinerja Indikator Makro
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 sampai Tahun 2023
L Tingkat Capaian
No. Indikator Makro Target Realisasi 2023
2023 2023
(%)
1 2 3 4 5
1 Indek Pembangunan Manusia 70,16 72.97 100.03
(IPM)
2 Angka Kemiskinan 52-5,0 5,22 90,9
3 | Angka Pengangguran Terbuka (%) 2.4 2,7 36.21
4 Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) 3-33 4,17 174,7
5 Indeks Gini 0,287 0,258 108,3
6 | Indek Kualitas Lingkungan Hidup 68,02 68,24 101.06

-1
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Hasil evaluasi dalam perumusannya masih mengacu pada dokumen RPJMD

Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026. Hasil evaluasi mengarah pada upaya

pemecahan masalah-masalah yang komprehensif, dalam menjawab persoalan isu-isu

strategis dan permasalahan daerah di Kabupaten Balangan Evaluasi ini mencakup

telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian Kkinerja

pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program

dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil

evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra SKPD. Gambaran

tentang hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan daerah dapat dilihat pada tabel

berikut ini.

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan

Tahun 2021-2026 sampai Tahun 2023

Kondisi Tahun 2023 targ(?t_
INDIKATOR SASARAN Awal Tingkat LGLGIE
(2020) | Target | Realisasi ) Akhir
Capaian (2026)
Meningkatnya
sarana dan .
prasarana 1 hﬁﬁf infrastruktur | 33 23 | 4158 | 4369 | 105,07% | 52,71%
infrastruktur p
publik
Meningkatnya
sarana dan .
prasarana o | Indeks infrastruktur 2651 | 31,42 | 3143 | 100,03% | 33,11
: permukiman
infrastruktur
permukiman
] 3 Indeks Kualitas Air 53,33 50,3 50 99,40% 50,6
Meningkatnya
indeks kualitas 4 | Indeks Kualitas Udara | 91,18 | 91,16 93,97 | 103,08% | 91,49
Air, Udara dan
Lahan i
5 IL‘::}‘;II‘IS Kualitas 5061 | 5567 | 51,94 | 9330% | 60,74
Kontribusi PDRB 1314
6 Sektor Pertanian dan 12,23% 0} 7,68% 58,45% 13,89%
Perikanan 0
Kontribusi PDRB
7 Sektor Perdagangan, 5,96% 6,40% 4,16 % 65% 6,70%
Meningkatnya Pengolahan dan Jasa
pertumbuhan Kontribusi PDRB
ekonomi 3 Sektor Penyedlaan 0,38% 0,44% 0,24 % 550, 0,50%
Akomodasi dan
Makan Minum
Pertumbuhan Nilai 21647
9 Investasi (Milyar l\/i 600M | 471,227M | 78,54% | 1.546 M
Rupiah)
Menurunnya
angka 10 | AngkaPengangguran | 000 | 5 40 2,70 87,50% | 2,30%
pengangguran Terbuka
terbuka
Angka Rata-Rata 0
Meningkatnya 11 Lama Sekolah 7,55 8,36 8,03 96,05% 9,17
Indeks Pendidik:
ndeks Fendidikan |4, ?:f;isarapan Lama | 1546 | 1285 | 1282 | 9977% | 1324

-2




. Perubahan RKPD
@)
W¥¥  Kabupaten Balangan Tahun 2024

Kondisi Tahun 2023 targt?t.
INDIKATOR SASARAN Awal | Tingkat KXI‘(‘;‘:'
(2020) Target | Realisasi .
Capaian | (2026)
13 | Usia Harapan Hidup 67,72 68,32 73,69 107(;26 68,92
Angka Kematian Ibu
14 | (per 100.000 89 132 207 43,18 % 130
kelahiran)
Meningkatnya Angka Kematian Bayi o
7 Indeks Kesehatan 15 (per 1000 kelahiran) 7 88 15,54 23,41 % 10
16 | Prevalensi Stunting 25,70% 14 % 14,61 % 95,64 % 14%
Angka kelahiran
17 | Remaja umur 15-19 24,71 18 20,80 84,44 % 19,32
tahun (ASFR)
66,04 | 72,40 78,20
) ) 0 )
18 | NILAI SAKIP ®) | (BB 70,17 96,92 % (BB)
19 | Opini BPK WTP | WTP WTP 100,00% WTP
Meningkatnya 20 | Nilai EKPPD 3,5620 | 3,5900 2,8600 79,67 % | 3,6000
8 | Kualitas Reformasi
. . Indeks Pelayanan 3,51 o
Birokrasi 21 Publik - (B) 4,01 (A-) 114 % 491 (A)
Indeks Kepuasan 100.08
22 Masyarakat (IKM) 82,53 85 85,07 % 85
23 | Angka Kemiskinan 5,32 5,2-5,0 5,22 99,62% | 4,9-4,7
9 Menurunnya
Angka Kemiski
ngka femiskinan |, | Angka PPKSyang 2095% | 7% | 59409 | 8370% | 7695%
tertangani %
Terjaganya . .
10 | kehidupansosial | 25 | Argka Konflik Sosial 0 0 0 100,00% 0
. Bernuansa SARA
yang kondusif
Meningk 26 | [ndeks Ketentaraman | 1500, | 10005 | 100% | 100,00% | 100%
eningkatnya dan Ketertiban Umum 0 0 0 R0 0
11 | Ketentraman dan
Ketertiban Umum |, | Indeks Resiko 13989 | 12616 | 11521 | 108,68% | 139.89
Bencana
Meningkatnya Persentase 10437
12 | Budaya Balangan 28 | Pengembangan Seni 48% | 68% 70,97 % 0/' 100%
yang Terlestarikan dan Budaya 0
Meningkatnya
13 | Status Desa 29 | Indeks Desa 0,6395 | 0,6695 | 0,7527 | 112,43% | 0,6995
Kabupaten Membangun
Balangan

2.2. Evaluasi Prioritas Kabupaten pada RKPD Tahun 2024 sampai dengan

triwulan II adalah sebagai berikut :

Tema pembangunan Kabupaten Balangan tahun 2024 adalah “Peningkatan

Infrastruktur dan Perekonomian Daerah dalam Menunjang Ketahanan Sosial serta

Pembangunan Berkelanjutan“. Berdasarkan tema tersebut, terdapat 7 (tujuh) Prioritas

dan Sasaran Pembangunan pada Tahun 2024, yaitu sebagai berikut :

-3
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Prioritas 1 Peningkatan Pemenuhan Infrastruktur Dasar dan Perkotaan serta
Konektivitas Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup, dengan Sasaran sebagai
berikut :
a. Pembangunan Dan Peningkatan Kualitas Jalan, Jembatan Dan Sarana Prasarana
Transportasi Darat dalam mendukung konektivitas wilayah penyokong Ibu Kota
Negara (IKN)
Faktor Pendorong
- Tersedianya anggaran untuk peningkatan kualitas jalan dan pemeliharaan jalan
kabupaten
- Adanya dukungan pusat untuk peningkatan jalan kabupaten melalui dana DAK
Faktor Penghambat
- Keterbatasan sumber daya aparatur bidang teknis
- Keterbatasan SDM untuk proses pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa
(Konstruksi)
b. Pemenuhan PJU, Rambu Lalu Lintas, Warning Light, Marka Jalan, Lampu Merah,
CCTV Dan Fasilitas Keselamatan Jalan Lainnya
Faktor Pendorong
- Tersedianya Anggaran Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan
Kabupaten/Kota
Faktor Penghambat
- Pembatasan operasional angkutan barang pada libur Lebaran 2024 (SKB Nomor:
KP-DRJD 1305 Tahun 2024, SKB/67/11/2024, 40/KPTS/Db/2024)
c. Pembangunan Terminal Tipe C
Faktor Pendorong
- Visi Misi Bupati Balangan yang Tertuang dalam RPJMD Kabupaten
- Balangan merupakan salah satu jalur penyangga IKN sehingga diperlukan
terminal tipe C sebagai simpul transportasi yang diperuntukan bagi angkutan
perkotaan dan perdesaan

Faktor Penghambat

- Masih menunggu selesainya proses perkuatan lahan

- Lokasi eksisting rencana terminal tipe C berkontur, sehingga pembangunan
tidak dilaksanakan sekaligus harus secara bertahap

d. Pemenuhan Moda Transportasi Sekolah Dan Transportasi Umum Untuk
Peningkatan Trayek Antar Kecamatan
Faktor Penghambat
- Tingginya angka kepemilikan kendaraan pribadi R2/R4 di Kabupaten Balangan

dari tahun ke tahun
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- Sudah tidak adanya Badan Usaha/Perseorangan yang menyelenggarakan usaha
angkutan orang/barang dalam daerah Kabupaten

. Penataan Kota, Legalisasi Review Perda RTRW dan RDTR Kota Paringin

Faktor Pendorong

- Untuk menyesuaikan dengan RTRW Provinsi dan Kebijakan Nasional

Faktor Penghambat

- Belum sinkronnya muatan substansi RTRW Kabupaten Balangan dengan RTRW
Provinsi

. Pintu Gerbang Batas Kabupaten dan Tugu Simpang Empat Bundaran Paringin

Faktor Pendorong

- Tersedianya dana sesuai dengan kebutuhan

Faktor Penghambat

- Belum terselesaikannya pembebasan lahan

. Penataan Median Mesjid Al Akbar

Faktor Pendorong

- Tersedianya anggaran sesuai dengan kebutuhan

Faktor Penghambat

- Masih tahap perencanaan

. Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Pengairan dan Irigasi (Tuntas Fungsi DI

Pitap)

Faktor Pendorong

- Program prioritas pemerintah daerah

Faktor Penghambat

- Belum tuntasnya pembangunan DI PITAP yang menjadi kewenangan Balai
Wilayah Sungai, penyebabnya belum bebasnya lahan dibeberapa lokasi
saluran/jaringan irigasinya, menjadikan pembangunan bangunan pelengkap

tidak bisa dilaksanakan

i. Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Pemerintah (Gedung Budaya dan

MPP)

Faktor Pendorong

- Tersedianya anggaran untuk pembangunan MPP

- Masuk dalam proyek strategis pemerintah daerah

Faktor Penghambat

- Masih dalam proses pembebasan lahan

- Untuk pelaksanaan PCM harus didampingi oleh pihak kejaksaan berhubung
pihak kejaksaan sedang ada kegiatan maka pelaksanaan ditunda

Rehabilitasi Mesjid Al-Akbar
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Faktor Pendorong

Tersedianya anggaran sesuai dengan kebutuhan

Faktor Penghambat

Tidak ada karena masih dalam tahap pelaksanaan

Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (bedah

rumah)

Faktor Pendorong

Pemilihan lokasi yang tepat untuk Rumah Layak Huni
Dukungan Masyarakat terhadap adanya program Rumah Layak Huni
Koordinasi yang baik antar Dinas dengan perangkat Kelurahan/Desa untuk

Pelaksanaan Rumah Layak Huni

Faktor Penghambat

Akses yang sulit terjangkau

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Rumah Layak Huni

Pemenuhan akses Sanitasi dan Air Bersih

Faktor Pendorong

Masuk dalam standar pelayanan minimal

Dukungan dana alokasi khusus

Faktor Penghambat

Belum meratanya akses air bersih dan sanitasi bagi warga pedesaan dan
perkotaan
Belum adanya kesadaran untuk memelihara sarana dan prasarana pasca di

bangun

. Penuntasan permukiman kumuh dan peningkatan drainase perkotaan

Faktor Pendorong

Kolaborasi antar SKPD, Kerjasama pihak pemerintah daerah dengan pihak lain
dalam pencegahan kawasan permukiman kumuh, dalam hal kerjasama,
pemerintah banyak melakukan kerjasama dengan pihak lain, tujuannya adalah
agar dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat baik dalam hal
ekonomi, pendidikan kesehatan dan lain lain kepada masyarakat yang tinggal di
kawasan permukiman kumuh

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 2011 juga menjamin
mengenai kehidupan agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta
menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat,

aman, harmonis, dan berkelanjutan.

Faktor Penghambat
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Rendahnya partisipasi masyarakat dan belum optimalnya kolaborasi antar
dinas pemegang wewenang dalam tujuh indikator kumuh

Pola pikir masyarakat, dalam hal membuang sampah terkadang masih
sembarangan, oleh karena hal itu dapat memicu munculnya kawasan kumubh,
termasuk drainase perkotaan yang banyak macet/mampet akibat tumpukan

sampah. Wewenang penanganan kumuh terdapat dibeberapa dinas

n. Pemenuhan PSU (jalan lingkungan, drainase, pengelolaan persampahan, sarana

proteksi kebakaran, dll) baik perumahan swadaya maupun formal

Faktor Pendorong

komitmen dan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan anggaran
untuk pembangunan baru dan rehabilitasi PSU semakin baik/ tinggi.
Pertumbuhan jumlah perumahan swadaya maupun formal yang masih kecil
dengan stimulan PSU diharapkan dapat lebih berkembang dan mencegah

kawasan permukiman kumuh baru

Faktor Penghambat

Kurangnya kesadaran pengembang perumahan baik swadaya dan formal dalam
alokasi ketersedian lahan yang diserahkan kepada pemerintah untuk
pembangunan PSU

Sebaran perumahan swadaya yang tidak membentuk permukiman sehingga
pengadaan pembangunan tidak dapat selesai sekaligus

Letak geografi existing perumahan yang tersedia cenderung tidak
memperhatikan kebutuhan dan kondisi pembuangan air sehingga rekayasa
pembangunan PSU perlu dilakukan lintas sektor SKPD baik pemerintah

kabupaten maupun provinsi

0. Pembangunan islamic center dan istana anak yatim (lanjutan)

Faktor Pendorong

p-

Tersedianya dana sesuai dengan kebutuhan

Pemenuhan layanan internet (pemunahan blank spot)

Faktor Pendorong

Misi Bupati Balangan 2021-2026 Meningkatkan dan Mengembangkan
Infrastruktur Perdesaan dan Perkotaan dengan program Aplikasi Informatika
Kegiatan Pengembangan, Pengelolaan dan Pembangunan Infrastruktur
Jaringan Telekomunikasi Informasi dan Komunikasi serta kegiatan
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dengan kegiatan

Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Koneksi Internet di Desa Blank Spot

Faktor Penghambat
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- Pengembangan Jaringan Internet masih terfokus pada Pembangunan Menara
Trianggle di Desa Terpencil atau Daerah Blank Spot, untuk Trianggle ini mudah
rusak yang disebabkan salah satunya faktor cuaca (seperti tersambar petir)

- Belum teranggarkan pengembangan jaringan Internet (Fiber Optik) dari
Kominfosan Balangan ke Kantor Kecamatan, Kantor Desa, Tempat Wisata Desa
dan Tempat UKM (Pasar Desa) serta Fasilitas Umum di Seluruh Kabupaten
Balangan dikarenakan anggaran terlalu besar

g- Peningkatan Pengelolaan Persampahan (TPS3R, Pusat Daur Ulang dan Bank
sampah)
Faktor Pendorong

- Peraturan Bupati Balangan Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan
Strategi Kabupaten Balangan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Faktor Penghambat
- Masih terbatasnya anggaran untuk kegiatan pengurangan sampah

r. Pembangunan dan peningkatan kualitas RTH (RTH Pemerintah, RTH Mesjid Al
Akbar, RTH Publik) dan Kebun Raya

Faktor Pendorong

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah
mengamanatkan bahwa setiap kota dalam rencana tata ruang wilayahnya
diwajibkan untuk mengalokasikan sedikitnya 30% dari ruang atau wilayahnya
untuk RTH, dimana 20% diperuntukkan bagi RTH publik dan 10%
diperuntukkan bagi RTH privat.

Faktor Penghambat

- Tidak ada penambahan luasan RTH

Prioritas 2 : Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Hilirisasi Hasil Produksi
Pertanian serta Pengembangan Pariwisata dengan sasaran sebagai berikut :
a. Pembangunan JUT, Jalan Produksi
Faktor Pendorong
- Memperlancar petani untuk meningkatkan hasil produksi pertanian
Faktor Penghambat
- Cuaca
b. Bantuan pupuk, obat, semprotan dan bibit (pertanian, peternakan dan perikanan)
Faktor Pendorong

- Memberi stimulan kepada petani-petani dikabupaten untuk berusaha tani

karena balangan termasuk kabupaten yang dekat IKN
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- Adanya penganggaran untuk saprodi pertanian seperti Herbisida, NPK, PHC,
Pestisida baik Hibah maupun barang persediaan
- Permintaan konsumsi ikan yang tinggi
Faktor Penghambat
- Jumlah anggaran yang tidak banyak sehingga hanya beberapa kelompok tani
yang bisa diakomodir
- Realisasi Pengadaan sesuai dengan Aliran Kas dan keterlambatan
pendistribusian barang
- Kurangnya keterampilan petani
Bantuan hand tractor, penotol padi
Faktor Pendorong
- Karena banyak traktor-traktor yang ada di kelompok tani dalam kondisi rusak
Faktor Penghambat
- Jumlah anggaran yang tidak banyak sehingga hanya beberapa kelompok tani
yang bisa di akomodir
. Peningkatan penyediaam bibit (pertanian, perkebunan dan peternakan)
Faktor Pendorong
- Adanya penganggaran untuk benih padi
- Masih banyaknya lahan karet yang perlu diremajakan
Faktor Penghambat
- Ketersediaan bibit/benih yang tidak sesuai dengan waktu pelaksanaan
pengadaan
. Pembangunan/Perbaikan infrastruktur tata kelola air (irigasi pertanian)
Faktor Pendorong
- Untuk memperlancar mengalirkan air ke lahan-lahan pertanian
Faktor Penghambat
- Cuaca
. Peningkatan Kapasitas produksi bibit ikan BBIL Gunung Manau
Faktor Pendorong
- Tersedianya anggaran kegiatan perbenihan
Faktor Penghambat
- Sebagian kolam masih ada yang rusak/bocor
- Kurangnya pengetahuan SDM tentang teknologi terbaru tentang perbenihan
- Sebagian induk sudah ada yang memasuki fase kurang produktif
. Revitalisasi dan Penguatan UPT Balai Benih dan Ternak

Faktor Pendorong
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- BBTPH Hamparaya sudah menerapkan IP ( Indeks Pertanaman) IP 200 Artinya
kita sudah dapat menerapkan budidaya padi 2 (dua) kali dalam setahun pada
musim hujan dan musim kemarau

Faktor Penghambat

- Mulai menurunnya faktor kesuburan tanah dan terbatasnya lahan budidaya
(areal pertanian) yang dimiliki oleh BBTPH Hamparaya

. Bantuan Alat pengolahan hasil perikanan

Faktor Pendorong

- Adanya permintaan dari poklahsar (proposal bantuan)

Faktor Penghambat

- tidak semua permintaan dari kelompok terealisasi

i. Pelatihan diversifikasi pengolahan hasil perikanan

Faktor Pendorong
- dalam rangka kampanye makan ikan (gemar ikan) dan program cegah stunting
Faktor Penghambat

- tingkat konsumsi ikan masih rendah yang berupa ikan utuh

j. Perluasan areal wilayah tanaman holtikultura dan pertanian dalam mendukung

supply kebutuhan pangan pada Ibu Kota Negara (IKN)

Faktor Pendorong

- Permintaan komoditas Holtikultura dan Pertanian di Wilayah IKN

Faktor Penghambat

- Masih adanya pertanaman yang masih produktif

- Luas baku sawah yang semakin berkurang karena adanya pertambangan dan
pemukiman

. Meningkatkan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Faktor Pendorong

- Tiga Paket Pekerjaan Fisik yaitu : Toilet Camp Ground , Sekretariat Pokdarsiw
dan Glamping sudah tayang di LPSE karena Pejabat Pengadaan langsung dari
UKPB]

Faktor Penghambat

- Untuk proses pelaksanaan pekerjaan Fisik belum dapat dilakukan karena
Pelaksana Pekerjaan tersebut atau pemenangnya belum melapor ke Bidang
Pengembangan Destinasi Pariwisata

. Meningkatkan Promosi Pariwisata (Jaringan Paket Tour)

Faktor Pendorong

11-10



R Perubahan RKPD
(@)
W¥¥  Kabupaten Balangan Tahun 2024

- Sudah dilaksanakan survey sumber daya pariwisata di Batu Ajung, Kec. Tebing
Tinggi dan Desa Liyu sehingga sudah ada gambaran untuk penganggaran Paket
Tour di APBD Perubahan 2024

Faktor Penghambat
- Belum tersedianya anggaran Paket Tour ke destinasi wisata Kabupaten

Balangan dan baru akan dianggarakan di APBD Perubahan 2024

Prioritas 3 : Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM, dengan
sasaran sebagai berikut :
a. Revitalisasi Pasar
Faktor Pendorong
- tersedianya anggaran untuk revitalisasi pasar
Faktor Penghambat
- Sarana dan Prasarana Pasar yang belum memenuhi standart
b. Pemasaran hasil karet perkebunan berupa sheet asap
Faktor Pendorong
- Tersedianya hasil olahan karet yang dapat dijadikan sebagai pembanding dari
segi harga dan kualitas yang dimiliki oleh petani karet
Faktor Penghambat
- Petani pekebun sudah terbiasa mengolah lump (bukan sheet) karena lebih
mudah dan praktis walaupun kualitas olah sangat beragam, proses pengolahan
sheet lebih rumit dan perlu peralatan tambahan
c. Pengembangan Pasar Agro
Faktor Pendorong
- Kemitraan dengan Sektor Swasta
Faktor Penghambat
- iklim, bencana alam, dan perubahan musiman
d. Standardisasi dan Pengendalian Mutu Bahan Olah Karet Alam Spesifikasi Teknis
Yang Diperdagangkan Standard Indonesian Rubber (BOKAR-SIR)
Faktor Pendorong
- Masih banyaknya lahan karet yang perlu diremajakan
Faktor Penghambat
- Kurangnya penangkaran bibit yang memenuhi ketentuan-ketentuan yang
berlaku sehingga keperluan bibit didatangkan dari daerah luar
e. Peningkatan fasilitasi kemitraan UMKM dgn ritel modern dan sentra oleh-oleh
untuk perluasan pemasaran produk UMKM

Faktor Pendorong
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- Terbukanya ritel modern melakukan kemitraan dengan UMKM serta regulasi
nasional yang membuka kesempatan bagi UMKM untuk bermitra dengan ritel
modern

Faktor Penghambat

- Produk UMKM yang masih belum memenuhi standar kriteria yang disyaratkan
sebagai mitra ritel modern

f. Peningkatan fasilitasi dan digitalisasi pemasaran/marketing produk UMKM melalui
marketplace Nasional dan luar negeri

Faktor Pendorong

- Tersedianya dan terbukanya marketplace Nasional untuk dapat diakses bagi
para pelaku UMKM

Faktor Penghambat

- Masih kurangnya mumpuninya pelaku UMKM terhadap teknologi

g. Peningkatan akses permodalan bagi UMKM

Faktor Pendorong

- Tersedianya berbagai akses permodalan yang disediakan baik dari pihak
perbankan maupun kerjasama pemerintah, apalagi sudah ada Program Kredit
tanpa bunga dan biaya administrasi seperti program KUR BABUNGAS dan
BAKABUN

Faktor Penghambat

- Kurang minatnya masyarakat untuk mengakses fasilitas permodalan dari pihak
ketiga serta kurang siapnya pelaku UMKM dalam mengakses permodalan (dari
segi agunan, kesiapan perencanaan usaha dan beban biaya tambahan)

h. Pendampingan dan pelatihan UMKM lebih intens dan massif

Faktor Pendorong

- Tersedianya anggaran pendampingan dan pelatihan bagi pelaku UMKM serta
tingginya minat pelaku UMKM untuk mendapatkan pelatihan sehingga dapat
meningkatkan SDM pelaku UMKM

Faktor Penghambat

- Terbatasnya jumlah UMKM yang dapat mengikuti pelatihan

i. Mengaktifkan Forum Komunikasi Terkait Investasi/Penanaman Modal Agar Dapat

Dikomunikasikan Dengan Cepat

Faktor Pendorong

- Dukungan Kepala Daerah dengan Adanya anggaran untuk memfasilitasi
kegiatan rapat koordinasi yang berkenaan dengan realisasi investasi, baik rapat

koordinasi dengan SKPD Teknis Perizinan maupun rapat koordinasi dengan

11-12
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Faktor Penghambat
- Belum ada kerjasama dengan asosiasi pengusaha terutama di Kabupaten
Balangan
j. Meningkatkan Optimalisasi dan Peranan BLK
Faktor Pendorong
- Adanya anggaran yang memadai serta sarana dan prasarana yang memenuhi
standar pelatihan demi tercetaknya peserta pelatihan yang kompeten di bidang
masing-masing
Faktor Penghambat
- Belum adanya SDM dan peralatan untuk melaksanakan program pelatihan
tertentu
k. Melaksanakan Kerjasama Dengan Pihak Ketiga (Outsourching) Untuk Penempatan
Tenaga Kerja
Faktor Pendorong
- Adanya upaya pemenuhan kualifikasi keterampilan tenaga kerja sesuai
kebutuhan melalui pelatihan tenaga kerja
Faktor Penghambat
- Terbatasnya peluang kesempatan kerja yang ada
. Melaksanakan Pelatihan Dan Sertifikasi Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja
Faktor Pendorong
- Adanya dukungan anggaran pemerintah untuk pelaksanaan pelatihan dan
sertifikasi tenaga kerja
Faktor Penghambat
- Terbatasnya perusahaan untuk penempatan kerja
m. Meningkatkan Koordinasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Faktor Pendorong
- Adanya lahan untuk peningkatan pendapatan diberbagai sektor percepatan
pengembangan kawasan Transmigrasi
Faktor Penghambat
- Kondisi lahan yang masih sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca terutama hujan
sehingga sangat berpengaruh pada aktivitas pertanian, karena tingginya

kandungan air dan tebalnya lumpur

Prioritas 4 : Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui Sektor Pendidikan dan
Kesehatan. Dengan sasaran sebagai berikut :
a. Meningkatkan Sarana Prasarana Pendidikan

Faktor Pendorong
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- Tersedianya Anggaran Untuk Pemenuhan Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pendidikan

Faktor Penghambat

- Minimnya Tenaga Teknis dan Pejabat Pengadaan Barang Jasa (PPBJ]) yang
tersedia untuk mendukung proses Pemenuhan Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pendidikan

. Meningkatkan Partisipasi Sekolah di Setiap Jenjang (termasuk ke Perguruan Tinggi)

Faktor Pendorong

- Tersedianya beasiswa lulusan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA

Faktor Penghambat

- Keinginan untuk cepat bekerja, kawin diusia muda, tidak ingin melanjutkan
sekolah ke jenjang yang lebih tinggi

. Menurunkan Angka Putus Sekolah

Faktor Pendorong

- Tersedianya beasiswa lulusan SD/MI, SMP/MTs

Faktor Penghambat

- Keinginan untuk cepat bekerja, kawin diusia muda, tidak ingin melanjutkan
sekolah ke jenjang yang lebih tinggi

. Meningkatkan Jumlah Bantuan Dana Beasiswa (Balangan Pintar)

Faktor Pendorong

- Tersedianya anggaran tambahan untuk Kartu Balangan Pintar

Faktor Penghambat

- Beberapa siswa tidak memiliki dokumen persyaratan yang lengkap untuk
proses verifikasi dan validasi

. Meningkatkan pelaksanaan kejar paket A, B dan C

Faktor Pendorong

- Tersedianya anggaran untuk Membuka kelas baru pada pendidikan kesetaraan
jenjang kejar Paket A, B, dan C disetiap kecamatan

Faktor Penghambat

- kurang minatnya warga untuk sekolah pada jenjang kejar Paket A, B dan C
terbentur dengan waktu beraktifitas untuk mencari ekonomi

. Meningkatkan kualitas SDM Tenaga Kependidikan

Faktor Pendorong

- Tersedianya anggaran kegiatan workshop, bimtek, dan sosialisasi untuk guru
dan tenaga kependidikan

Faktor Penghambat
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- beberapa guru dan tenaga kependidikan tidak memiliki keinginan untuk
berkembang dan maju

. Meningkatkan Optimalisasi dan Peranan SKB

Faktor Pendorong

- Tersedianya anggaran untuk melayani warga belajar pada kelas baru

Faktor Penghambat

- Keterbatasan tenaga ahli yang relevan dan kompeten di bidang keterampilan
tersebut

. Meningkatkan Sekolah Swasta Menjadi Sekolah Negeri (Paud/TK)

Faktor Pendorong

- Bersedianya satuan PAUD untuk menghibahkan sekolah swasta menjadi TK

Negeri
Faktor Penghambat
- Perpindahan aset dari swasta ke pemerintah daerah baik itu sarana dan

prasarana serta tenaga pendidik dan kependidikan

i. Meningkatkan Inovasi Daya Saing Sekolah (Inovasi Pendidikan) / Kartu Balangan

Pintar

Faktor Pendorong

- Ketersediaan dana dalam memberikan Pelayanan untuk mendapatkan Kartu
Balangan Pintar guna mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah
(drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi

Faktor Penghambat

- Data tidak valid dari sekolah untuk membuka rekening.

j. Meningkatkan Optimalisasi Perpustakaan

Faktor Pendorong

- Adanya minat baca

Faktor Penghambat

- Akses Lokasi yang sulit

. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kesehatan (Poskesdes, Puskesmas dan RSUD)

Faktor Pendorong

- Tersedianya Anggaran dalam pemenuhan fasilitas kesehatan

- Tersedianya SDM yang memadai

- Tersedianya komitmen dari pimpinan terkait pembangunan Poskesdes (1 Desa
1 Poskesdes)

Faktor Penghambat

- Banyaknya paket pekerjaan dan keterbatasan SDM sehingga memperlambat
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. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
Faktor Pendorong
- Terlaksananya TPCB (Tim pendamping cluster binaan) pertemuan bidan
koordinator, petugas KB, untuk mengevaluasi kesehatan ibu dan Anak,
terlaksananya pengkajian kasus maternal dan neonatal untuk mengkaji kasus
kematian ibu dan neonatal sehingga harapannya kasus yang sama tidak terjadi
lagi.
Faktor Penghambat
- Faktor letak geografis, ketidak tahuan masyarakat, perilaku tentang kesehatan
bayi, dan ketidak tahuan masyarakat tentang tanda bahaya dalam kehamilan.
m. Meningkatkan Pelayanan Homecare
Faktor Pendorong
- Tersedianya anggaran, SDM dan prasarana untuk kegiatan pelayanan homecare
Faktor Penghambat
- ada beberapa puskesmas yang mempunyai tim homecarenya lebih dari 2 tim,
sedangkan perawatan kesehatan masyarakat kit baru ada 2 buah dimasing -
masing puskesmas, dan perlunya pemeriksaan lab untuk sasaran homecare
yang juga terkendala di ketersediaan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai)
n. Meningkatkan Pelayanan Prima RSUD dan Puskesmas
Faktor Pendorong
- Terlaksananya Bimbingan teknis excellent servis bagi petugas RSUD dan
Puskesmas, komitmen pemerintah daerah untuk peningkatan pelayanan di
rumah sakit, melalui penyediaan dana untuk melengkapi peralatan, sarana
prasarana dan peningkatan kompetensi SDM pemberi pelayanan, jumlah
karyawan yang banyak.
Faktor Penghambat
- Tidak ada monev terkait excellent servis yang diterapkan, status karyawan
RSUD sebagian besar masih tenaga kontrak, sehingga besar kemungkinan
tenaga yang kompeten memberikan pelayanan akan resign jika mendapatkan
tawaran kerja yang lebih baik, Latar belakang pendidikan, budaya dan profesi
yang beragam
0. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil
Faktor Pendorong
- Tersedianya anggaran khusus untuk pelayanan daerah terpencil dan SDM untuk
pelaksanaan kegiatan.

Faktor Penghambat
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Anggaran dan SDM yang dimaksud hanya bisa melaksanakan kegiatan 1 kalil
tahun untuk 1 daerah terpencil, perlu penambahan anggaran dan SDM agar

pelayanan daerah terpencil dapat dilaksanakan lebih dari 1 kali dalam 1 tahun.

. Menurunkan Angka Stunting (Intervensi Gizi Sensitif dan Gizi Spesifik)

Faktor Pendorong

Tersedianya anggaran untuk menunjang intervensi gizi sensitif dan spesifik

Faktor Penghambat

Faktor determinan yang menyebabkan stunting, riwayat pada saat hamil
14,37%, penyakit penyerta 3,39%, kebiasaan merokok 60,54%. meningkatnya
komplikasi maternal tahun 2023 sekitar 36%. meningkatnya kasus BBLR tahun
2022 sejumlah 197 tahun 2023 sejumlah 218 orang.

. Meningkatkan Kualitas SDM Kesehatan

Faktor Pendorong

Adanya pengembangan profesi tenaga Kesehatan melalui penyelenggaraan

pelatihan teknis tenaga Kesehatan yang diusulkan tiap tahunnya.

Faktor Penghambat

Tidak seluruh pelatihan untuk peningkatan mutu dan kompetensi tenaga
kesehatan yang diusulkan tiap tahunnya oleh tiap bidang/seksi disetujui karena

terkendala pada pagu anggaran.

. Memberikan Beasiswa Sekolah Kedokteran (Dokter dan Dokter Spesialis)

Faktor Pendorong

Tersedianya peluang dan kesempatan dari kemenkes bagi lulusan sekolah
menengah atas/sederajat, dan mahasiswa / mahasiswi yang sedang menjalani
program sarjana atau profesi pendidikan dokter/dokter gigi/dokter spesialis,
untuk mengikuti Program Bantuan Biaya Pendidikan Afirmasi Dokter / Dokter
Gigi / dokter spesialis

Tersedianya dukungan dari pemerintah daerah terkait tugas belajar dan
bantuan beasiswa bagi dokter umum yang mengabdi didaerah yang ingin

melanjutkan studi dokter spesialis

Faktor Penghambat

dalam hal proses pembayaran beasiswa agak lama, harus menunggu hampir 1
tahun untuk bisa mendapatkan pembayaran beasiswa tersebut sehingga ini
agak memberatkan yang bersangkutan dalam 1 tahun pertama pendidikan
harus menanggung sendiri biaya pendidikan yang nominalnya lumayan besar

Pemilihan jenis spesialis yang tidak sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit

. Mengembangkan Inovasi Kesehatan

Faktor Pendorong
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- Peluang inovasi yang banyak membuat unit pelayanan dapat memunculkan
berbagai inovasi untuk meningkatkan pelayanan

Faktor Penghambat

- Pemahaman terkait data dukung inovasi yang masih perlu ditingkatkan dan
juga dukungan anggaran dan SDM untuk keberlangsungan inovasi tersebut

t. Meningkatkan penggunaan kontrasepsi untuk PUS usia 15-19 tahun

Faktor Pendorong

- Tersedianya dukungan alat kontrasepsi dari pemerintah.

- Tersedianya tenaga kesehatan yang terlatih dalam memberikan pelayanan
kontrasepsi

- Tersedianya Penyuluh KB disetiap Kecamatan

Faktor Penghambat

- masih terdapat masyarakat yang tidak mau menggunakan kontrasepsi karena
faktor budaya dan agama

- Pengetahuan masyarakat tentang kontrasepsi masih rendah

- Pemberian KIE oleh tenaga lini lapangan masih belum maksimal

Prioritas 5 : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
Dengan sasaran sebagai berikut :
a. Mempertahankan kualitas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
Faktor Pendorong
- Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
Faktor Penghambat
- Sistem Informasi Akuntansi dan pelaporan tidak memadai dan cenderung
berubah setiap tahun anggaran
b. Meningkatkan Penerapan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal
Penyelenggaraan Pemerintahan (SPIP)

Faktor Pendorong

Adanya pembinaan dan pendampingan penilaian mandiri dan pejaminan

kualitas oleh BPKP Perwakilan Kalsel

- Disiplin semua pihak dalam mendukung proses penilaian mandiri dan
pejaminan kualitas SPIP

- Adanya Peraturan Bupati tentang pengelolaan risiko

- Adanya monev pertriwulan terkait pengelolaan risiko

Faktor Penghambat
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Terkendalanya penggunaan aplikasi SPIP baru serta adanya peretasan pusat
data nasional yang menghambat proses input data

Pimpinan kurang memperhatikan MR dalam pengambilan kebijakan

c. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka

meningkatkan Pelayanan Publik

Faktor Pendorong:

Menjadi Urusan Wajib Bagi Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Faktor Penghambat:

Kematangan penyusunan kebijakan/regulasi masih kurang

Kematangan Penyusunan perencanaan dan anggaran rancang bangun SPBE
masih kurang

Sumber daya aparatur sering terjadinya mutasi dan SDA saat ini statusnya
masih sebagai tenaga Kontrak untuk pengembangan kompotensi tidak bisa
dilakukan dikarenakan terhambat perbup perjalanan dinas

Rancang bangun infrastruktur Teknologi Informasi masih belum memadai

d. Meningkatkan kualitas pelayanan untuk mewujudkan pelayanan prima (public

service) dalam arti memenuhi harapan dan kebutuhan baik bagi pemberi maupun

penerima pelayanan

Faktor Pendorong:

Komitmen Bupati yang tinggi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan
publik disertai dengan keuangan Daerah yang terus meningkat memberikan
peluang untuk menyediakan sarana-prasarana, peningkatan kualitas SDM yang

sesuai standar peraturan perundang-Undangan

Faktor Penghambat:

Pemahaman SKPD yang masih kurang tentang hak masyarakat untuk
mendapatkan pelayanan yang terbaik sesuai Peraturan-Perundangan, sehingga
fokus anggaran belum mengarah pada peningkatan Sarana-Prasarana dan SDM

yang harus disediakan untuk memberikan pelayanan prima

e. Penguatan inovasi yang berkelanjutan baik ide inovasi baru maupun replikasi

Faktor Pendorong:
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Pernyataan Komitmen semua Kepala SKPD, BLUD/UPTD Puskesmas untuk
menerapkan Culture Of Innovation

Adanya inovasi Sepeda Baru (Sistem penjaringan Inovasi daerah Balangan
terpadu) melakukan sosialisasi dan penjaingan Inovasi jemput bola ke semua
SKPD/BLUD dan UPT Puskesmas)

Adanya alokasi anggaran untuk reward bagi inovasi terbaik dengan terus
meningkatkan uang pembinaan dan penambahan anggaran khusus inovasi
Adanya Tim Klinik inovasi dengan membentuk Tim Pelaksana, Aktor dan
Jejaring Klinik Inovasi Balangan (Klinik Inoba) serta betkolaborasi dengan
Aktor Inovasi (Akademisi, Pelaku bisnis, Media massa, pemerintahan,

komunitas dll)

Faktor Penghambat:

Jumlah inovasi terjaring masih kurang

Pengadministrasian inovasi masih perlu ditingkatkan lagi

Sarana dan prasarana inovasi masih kurang

Rendahnya budaya inovasi serta rendahnya tingkat replikasi inovasi

Belum terjaringnya inovasi dari masyarakat, sekolah, desa, DPRD

f. Penguatan dan Peningkatan Kearsipan Daerah

Faktor Pendorong:

Adanya anggaran untuk memfasilitasi dalam kegiatan peningkatan indeks
kearsipan daerah

Adanya Peraturan Bupati Balangan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Jadwal
Retensi Arsip Subtantif

Adanya Peraturan Bupati Balangan Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Jadwal
Retensi Arsip Fasilitatif Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara,

Keuangan, Non Keuangan dan Non Kepegawaian

Faktor Penghambat:

Pengelola Arsip di masing - masing SKPD sering terjadi pergantian sehingga
dalam proses jalannya pengelolaan arsip belum dilakukan secara maksimal
belum memiliki depo arsip yang sesuai dengan standar nasional

Kurang optimalnya dukungan SKPD teknis dalam melaksanakan penyelamatan
arsip

SKPD teknis belum menerapkan aturan tentang penyelamatan arsip

SKPD teknis belum menerapkan aturan tentang penyelamatan arsip

belum tercukupinya anggaran dan sarpras penunjang untuk memenuhi tata

kelola penyelamatan arsip
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Prioritas 6 : Percepatan Penangangan Kemiskinan Ekstrim. Dengan sasaran sebagai

berikut :

a. Menurunkan Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin
Faktor Pendorong
Tersedianya data sasaran penerima bantuan terkini yang telah diverifikasi
bersama dengan aparatur desa dan SKPD teknis pelaksana
Faktor Penghambat
- dalam realisasinya, masih ada SKPD yang belum menyusun SOP secara jelas dan
menghambat penyaluran atau percepatan intervensi kemiskinan ekstrem
b. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
Faktor Pendorong
- adanya dukungan dari kepala daerah dan keterbukaan informasi dalam
memanfaatkan program-program yang mendukung kemandirian pendapatan
Faktor Penghambat
- belum optimalnya ruang untuk calon-calon wirausaha, dan program yang masih
berfokus kepada masyarakat dengan riwayat sedang menjalankan usaha
maupun pernah menjalankan usaha
c. Mengurangi Kantung-kantung Kemiskinan Secara Terpadu
Faktor Pendorong
- optimalnya pelaksanaan yang mendukung pengurangan kantong-kantong
kemiskinan
Faktor Penghambat
- Masih ada program/kegiatan SKPD yang mendukung selain output fisik untuk
menurunkan kantung-kantung kemiskinan
d. Meningkatkan Pemutakhiran Data Kemiskinan
Faktor Pendorong
- Adanya dukungan untuk mengakomodir terlaksananya pemutakhiran data
kemiskinan terpadu
Faktor Penghambat
- kurangnya SDM yang mampu dan matangnya konsep dalam eksekusi

pemutakhiran data

Prioritas 7 : Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta

Kondusifitas Daerah. Dengan sasaran sebagai berikut :

a. Meningkatkan pemberian Bantuan Sosial Kepada PPKS (disabilitas, lansia, yatim,

di
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Faktor Pendorong

Adanya anggaran yang tersedia untuk dapat memberikan pelayanan kepada
para PPKS dalam bentuk bantuan sosial penyediaan alat bantu bagi disabilitas

dan lansia

. Optimalisasi Inovasi Pelayanan PPKS

Faktor Pendorong

PP No 38 Tahun 2017, Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah melalui
peningkatana inovasi Daerah

Permensos no 9 tahun 2018 mengenai Standar teknis pelayanan dasar
Permensos No 15 Tahun 2018 Sistem Layanan dan rujukan terpadu untuk

penangann fakir miskin dan orang yang tidak mampu

Faktor Penghambat

Layanan sosial masih berbasis konvensional

Pelayanan cendrung panjang dan berbelit

Akses masyarakat jauh dari kota mengakibatkan kesulitan untuk mendapatkan
pelayanan sosial

Tidak adanya keseragaman pola pengusulan Bantuan Sosial yang akan

diusulkan Masyarakat karena ada 3 Bidang di Dinas Sosial Kabupaten Balangan

. Meningkatkan pemberdayaan Ormas dalam penyelenggaraan kegiatan sosial

keagamaan

Faktor Pendorong

Perlunya anggaran dana untuk fasilitasi sarana dan prasarana

Faktor Penghambat

Belum maksimalnya anggaran dana yang tersedia

. Memfasilitasi dan mengakomodasi kebutuhan pembangunan/ rehabilitasi tempat

ibadah, TPA serta pemberian insentif bagi guru ngaji dan Pembina seni baca al quran

Faktor Pendorong

Adanya peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara
Penganggaran  Pelaksanaan dan  Penatausahaan  Pelaporan  dan
Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
Untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta terwujudnya

apresiasi dari Pemerintah Daerah

Faktor Penghambat

Belum optimalnya SDM organisasi terkait pengelolaan dana hibah serta
pelaporan dan pertanggung jawabannya

Rendahnya tingkat pengetahuan tentang perencanaan penganggaran bagi
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- Kurangnya peminat dikarenakan adanya syarat tertentu sebagai guru mengaji
dan pembina seni baca Al Quran
e. Penguatan Kelembagaan Pengarus Utamaan Gender (PUG)
Faktor Pendorong
Adanya anggaran untuk melaksanakan penguatan kapasitas pokja PUG dan
pelatihan PPRG bagi SKPD
Faktor Penghambat
- Masih rendahnya tingkat kehadiran peserta penguatan kapasitas pokja PUG
f. Mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA)
Faktor Pendorong
- Sudah terdapat komitmen dari pemerintah daerah dengan adanya perda nomor
4 tahun 2016 tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak
Faktor Penghambat
- Komunikasi dan Koordinasi antar anggota tim gugus tugas kabupaten layak
anak belum optimal/maksimal untuk persiapan evaluasi kabupaten layak anak
setiap tahunnya, termasuk kurangnya peran serta dari organisasi lain seperti
dunia usaha dalam mendukung kegiatan kabupaten layak anak serta
dipengaruhi oleh adanya mutasi pegawai sehingga peningkatan kapasitas
kurang maksimal
g. Revitalisasi, pengembangan dan Pembinaan kebudayaan dan adat istiadat, kesenian
local
Faktor Pendorong
- Adanya anggaran untuk revitalisasi, pengembangan dan pembinaan
kebudayaan dan adat istiadat, kesenian local
Faktor Penghambat
- Adanya keterlambatan respon dari pihak Balai adat yang mendapatkan dana
Hibah, hal ini dipengaruhi dari jaringan internet, pekerjaan rumah yang banyak,
jarak yang jauh dari dinas.
h. Pelaksanaan even-even Kesenian dan budaya khas Balangan secara berkala.
Faktor Pendorong
- Adanya anggaran untuk pelaksanaan even-even Kesenian dan budaya Festival
Budaya Meratus
Faktor Penghambat
- Tempat belum memadai, Dukungan sumber dana belum maksimal, penginapan
sedikit dan jauh membuat para undangan kesusahan bermalam.
i. Pelestarian cagar budaya

Faktor Pendorong
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Adanya anggaran untuk memfasilitasi pelestarian cagar budaya
Faktor Penghambat
- Adanya kesalahan input uraian belanja yang membuat kegiatan Ekskavasi
Benteng Tundakan ada kemungkinan diundur ke perubahan, namun sampai
saat ini masih kami pelajari baik risiko yang dialami ataupun dampak yang
didapat jika kami laksanakan sekarang. BRIN selaku peneliti yang akan ditunjuk
belum bisa memberikan jadwal pasti terkait kegiatan Ekskavasi Benteng
Tundakan.
j. Meningkatkan pelayanan respon cepat tim penanggulangan bencana daerah
Faktor Pendorong
- Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM TRC Penanggulangan Bencana
Faktor Penghambat
- masih kurangnya peralatan Kebencanaan yang tersedia
k. Optimalisasi mitigasi bencana dengan pendidikan dan pelatihan kebencanaan
tingkat desa/kelurahan
Faktor Pendorong
Tersedianya dukungan anggaran dan SDM Narasumber untuk melaksanakan
KIE
Faktor Penghambat
- Rendahnya tingkat pengetahuan warga masyarakat tentang penanganan
kebencanaan baik itu bencana alam ataupun non alam
. Optimalisasi Pengembangan Olahraga, Seni dan Budaya
Faktor Pendorong
- POPDA sudah terlaksana dengan ketersediaan anggaran dan atlet yang telah
dipersiapkan
- Pembangunan Fisik sudah sampai tahap survey lapangan
- Pengunjung olahraga rekreasi (FFD) sudah mulai ada peningkatan dengan
kegiatan-kegiatan yang ditambahkan seperti (cek darah gratis, lomba-lomba,
pembagian bubur kacang dll)
Faktor Penghambat
- Pelaksana Kegiatan Fisik banyak yang belum mengajukan dokumen atau
melapor ke Bidang Teknis
- Pembinaan Atlet/Pelatih (Sport Science) belum terlaksana karena akan
dilaksanakan di APBD Perubahan disebabkan anggaran yang tersedia tidak
mencukupi
m. Optimalisasi Pelestarian Peninggalan Sejarah Daerah

Faktor Pendorong
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- Tersedianya anggaran yang cukup untuk melakukan pelestarian sejarah daerah
Faktor Penghambat
- Susah dalam mencari narasumber yang benar-benar mengetahui sejarah asal
muasalnya suatu objek. Jauhnya lokasi dan banyaknya objek yang dituju
sehingga peneliti perlu banyak waktu untuk menyelesaikan kajiannya, baik
waktu kelapangan, penyusunan dan analisis, serta menyesuaikan pekerjaan
peneliti sendiri.
n. Peningkatan wawasan politik masyarakat dalam mensukseskan pemilihan kepala
daerah tahun 2024
Faktor Pendorong
- Tersedianya anggaran yang mencukupi untuk pembinaan Ormas dan Parpol
serta terfasilitasinya kebutuhan anggaran penyelenggara Pemilihan Kepala
Daerah Tahun 2024 melalui Hibah Daerah untuk Penyelenggaraan Pemilihan
Kepala Daerah di Kabupaten Balangan Tahun 2024.
Faktor Penghambat
- Belum optimalnya wawasan politik masyarakat terkait pelaksanaan pemilu dan
pemilihan kepala daerah
- Belum optimalnya kompetensi SDM yang ada di OPD dalam melaksanakan
kegiatan
0. Optimalisasi pemantauan potensi konflik daerah
Faktor Pendorong
- Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pemantauan
Faktor Penghambat
- Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pemantauan wilayah
rawan konflik
p. Aktualisasi dan optimalisasi peran Satpol PP sebagai salah satu unsur pengamanan
dalam Pemilu dan Pemilihan serentak 2024
Faktor Pendorong
- Tersedianya Jumlah Anggota satpol PP dan satlinmas yang memadai dalam
memenuhi amanat Peraturan Komisi pemilihan Umum (PKPU) pasal 979
Peraturan KPU No 8 tahun 2022 tentang penugasan anggota satlinmas untuk
menjadi PAM TPS
Faktor Penghambat
- Saranan Prasarana pendukung Patroli pengamanan Pemilu yang masih kurang
memadai

g- Peningkatan kapasitas SDM aparatur desa dalam rangka pengelolaan APBDes yang
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Faktor Penghambat
- Kurangnya kapasitas SDM aparatur Desa dalam rangka pengelolaan APBDesa
yang efektif dan tepat sasaran
r. Optimalisasi pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar
Faktor Pendorong
- meningkatkan pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai
standar
Faktor Penghambat
- Kurangnya Kapasitas SDM Kelembagaan Desa dalam rangka menjalankan
pelayanan yang standar
s. Peningkatan kapasitas SDM Desa melalui pemberdayaan dan peningkatan kapasitas
terhadap pengelolaan BUMDes
Faktor Pendorong
- Sebagian besar BUMDesa melakukan revitalisasi BUMDesa dengan memilih
pengelola yang muda dan berlatar pendidikan lebih baik
Faktor Penghambat
- Kurangnya Kapasitas SDM Desa dalam pengelolaan BUMDesa
t. Optimalisasi pengelolaan dan pengolahan sumber daya untuk peningkatan PAD
BUMDes
Faktor Pendorong
- Tersedianya Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam untuk dikelola
Faktor Penghambat

- Kurangnya Promosi dan Jejaring Pemasaran hasil usaha BUMDesa

2.3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2024

(Triwulan II)

Secara pengertian evaluasi adalah sebuah penilaian yang obyektif dan
sistematik terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung valuasi
ex-post atau pasca pelaksanaan dimaksudkan untuk melihat pencapaian kegiatan atau
program (output/outcome/impact) mampu mengatasi masalah pembangunan serta
menilai efisiensi, efektivitas dan manfaat. Dengan evaluasi, akan didapatkan review
perkembangan setiap indikator kinerja. Kemudian dengan data yang ada, dapat
dilakukan identifikasi masalah baik dalam perencanaan maupun implementasinya
serta berbagai kemungkinan solusi. Demikian juga proses penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, harus

memperhatikan evaluasi capaian kinerja rencana pembangunan periode sebelumnya,
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seperti evaluasi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
yang paling tidak harus dilaksanakan 1 kali dalam 5 (lima) tahun serta evaluasi
terhadap hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilaksanakan setiap

tahun.

Capaian Pelaksanaan program dan Kegiatan RKPD merupakan suatu proses
untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui evaluasi kinerja
pelaksanaan pembangunan akan di hasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi
masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh
ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian program
pembangunan menjadi lebih efisien, efektif disertai dengan akuntabilitas
pelaksanaannya yang jelas. Evaluasi Kinerja dan Anggaran pada tahun 2024 sampai
dengan triwulan II berdasarkan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Balangan selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut:
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Tabel 2.3
Capaian Kinerja dan Anggaran Berdasarkan Perangkat Daerah Dalam RKPD
Tahun 2024 (Triwulan II)

Realisasi Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Target Kmer_]a CEm Renja SKP].) LEmZEn Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi
No dan Program/Kegiatan Anggaran Renja SKPD IRt Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)
g g Tahun berjalan (2024) Triwulan II Tahun g8 )
2024
3 4 5
! 2 K APBD (Rp) APBD (Rp) K K K APBD
(Sub Keg) | (Kegiatan) | (Program) (%)
1 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 100 | 22.238.193.977 2.913.728.170 59,98 81,27 34,57 13%
Daya Manusia
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 100 52.402.861.798 35.315.896.258 40,18 80,3 85,64 67%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 100 21.704.504.771 7.384.834.869 53,33 63,42 71,57 34%
4 gzcelf:hpe“ge“’laan Keuangan, Pendapatan dan Aset | 4, 503.510.896.208 139.171.809.831 53.21 45.06 141.49 28%
5 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan 100 21.022.804.379 8.455.226.392 23,28 39,21 60,11 40%
Inovasi Daerah
6 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 100 45.360.334.931 16.110.292.398 48,56 65,7 78,48 36%
7 | Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil 100 9.690.128.556 3.812.693.840 44,32 55,21 95,35 39%
8 Dinas Kesehatan 100 311.436.628.703 100.697.429.303 49,75 66,95 101,01 32%
9 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 100 257.012.828.823 58.251.929.042 41,15 26,86 89,28 23%
10 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan 100 33.421.610.978 13.137.777.961 54,14 41,18 57,93 39%
Persandian
11 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan 100 45.460.183.518 33.550.392.881 69,74 7,11 15,42 74%

Tenaga Kerja
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o

Realisasi Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Target Kmer.]a dan Renja SKP].) Yang di Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi
No dan Program/Kegiatan Anggaran Renja SKPD IR Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)
g g Tahun berjalan (2024) Triwulan II Tahun 88 )
2024
3 4 5
! 2 K APBD (Rp) APBD (Rp) K K K APBD
P P (Sub Keg) | (Kegiatan) | (Program) (%)

12 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, 100 | 812276.037.897 43.094.783.668 21,07 45,59 75,82 5%

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
13 | Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga 100 32.205.658.847 23.008.501.137 72,01 33,27 20,2 71%

Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa
14 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 100 11.639.676.442 4.229.074.131 55,03 59,58 77,77 36%

Satu Pintu
15 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 100 527.352.373.956 138.701.134.890 29,42 40,42 87,82 26%
16 | Dinas Perhubungan 100 66.823.400.754 26.277.190.875 30,29 52,32 81,31 39%
17 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan 100 28.023.124.600 9.802.404.869 46,73 35,94 14,29 35%
18 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 100 18.338.696.828 6.212.693.095 47,66 59,4 49,24 34%
19 | Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup 100 38.547.781.581 11.362.745.397 20,3 30,73 32,73 29%
20 | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja 100 18.373.734.587 8.821.235.543 51,27 54,62 74,09 48%
21 | Dinas Sosial 100 39.438.607.614 9.802.404.869 46,73 35,94 14,29 25%
22 | Inspektorat 100 25.351.175.170 8.415.076.905 39,26 42,64 0 33%
23 | Kecamatan Lampihong 100 6.091.304.823 3.270.887.694 67,93 31,94 98,65 54%
24 | Kecamatan Awayan 100 5.349.469.257 2.703.037.413 60,64 49,24 36,74 51%
25 | Kecamatan Batumandi 100 6.331.679.488 3.118.000.855 49,02 23,92 50 49%
26 | Kecamatan Halong 100 5.773.865.401 2.821.046.558 55,2 58,8 16,61 49%
27 | Kecamatan Juai 100 5.671.808.980 2.500.076.464 68,35 50,42 17,95 44%
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Realisasi Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Target Kmer.]a dan Renja SKP].) Yang di Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi
No dan Program/Kegiatan Anggaran Renja SKPD IR Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)
g g Tahun berjalan (2024) Triwulan II Tahun 88 )
2024
3 4 5
! 2 K APBD (Rp) APBD (Rp) K K K APBD
p P (Sub Keg) | (Kegiatan) | (Program) (%)
28 | Kecamatan Paringin 100 12.090.585.914 4.943.956.430 24,85 48,08 19,19 41%
29 | Kecamatan Paringin Selatan 100 9.482.009.519 3.707.234.742 37,89 57,69 33,33 39%
30 | Kecamatan Tebing Tinggi 100 4.809.105.147 2.239.541.096 60,93 50,93 17,91 47%
31 | Sekretariat Daerah 100 242.078.714.321 122.406.815.160 63.7 21.3 10 51%
32 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 100 81.342.648.216 30.975.763.342 46,72 69,69 98,05 38%
100 | 3.320.652.435.984 887.215.616.078 47,19 48,61 52,11 27%
SANGAT
RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH

Tabel 2. 4
Evaluasi Capaian Kinerja Program - Sub Kegiatan SKPD Kabupaten Balangan

Triwulan II Tahun 2024 (Terlampir)
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Berdasarkan tabel capaian kinerja dan anggaran berdasarkan Perangkat
Daerah dalam RKPD Tahun 2024 pada triwulan I, capaian kinerja output diperoleh
dari rata-rata capaian sub kegiatan adalah sebesar 47,19% dengan kategori rendah,
capaian output yang diperoleh dari rata-rata kegiatan sebesar 48,61% dengan kategori
rendah dan capaian outcome yang diperoleh dari capaian rata-rata program adalah
sebesar 52,11% dengan kategori rendah, terakhir capaian anggaran adalah sebesar
27% kategori sangat rendah.

Secara umum berikut beberapa permasalahan pembangunan daerah sebagai
evaluasi dan kondisi yang mendasari perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai berikut :
1. Tidak meratanya kompetensi terhadap kebijakan Manajemen Talenta
Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang kompeten
Sarana prasana penunjang ketugasan masih kurang memadai

Belum jalannya fasilitasi kemitraan pengusaha besar dengan UMKM

ook WD

Rendahnya partisipasi masyarakat dan belum optimalnya kolaborasi antar
instansi
6. Pelaksanaan Belanja fisik dan modal ada yang di tunda ke perubahan karena
penyesuaian rekening belanja dan peralihan pengadaan ke e-katalog
7. Belum tersedianya basis data yang akurat
8. Adanya kendala dalam penentuan target yang selaras antar dokumen
perencanaan daerah dan SKPD serta belum optimalnya media integrasi
perencanaan
9. Rendahnya budaya inovasi serta rendahnya tingkat replikasi inovasi
10. Adanya kendala dalam proses hibah
11. Belum optimalnya pengembangan Jaringan Internet
12. Belum optimalnya wawasan politik masyarakat
13. Perubahan cuaca atau iklim dan kondisi alam yg tidak menentu
Adapun Kendala Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada RKPD Tahun 2024
sampai dengan triwulan Il pada masing-masing perangkat daerah (SKPD) adalah
sebagai berikut :
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
a. Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja
- Komitmen dan dukungan pimpinan terhadap urusan kepegawaian serta
pendidikan dan pelatihan;
- Ketersediaan sumber daya, baik SDM, anggaran, maupun sarana dan
prasarana penunjang, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pada

urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
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Komunikasi dan koordinasi yang terjalin baik dengan pihak-pihak terkait
atau para pemangku kepentingan (stakeholders) urusan kepegawaian serta

pendidikan dan pelatihan

b. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Diseminasi informasi tentang Manajemen Talenta belum merata diterima
oleh para pemangku kepentingan. Sehingga menyamakan persepsi dan
membangun komitmen menjadi tantangan yang dihadapi oleh bidang-
bidang teknis terkait pada BKPSDM;

Tidak meratanya kompetensi terhadap kebijakan Manajemen Talenta, baik

dari aspek pengetahuan maupun keahlian/keterampian.

2. Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil

a. Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja

Adanya pelatihan bimtek pelayanan prima untuk meningkatkan kualitas
SDM

Adanya kerjasama antar stakeholder dan beberapa inovasi yang
memberikan kemudahan dalam proses pengajuan layanan adminduk

data agregat kependudukan semester Il tahun 2023 dari Kemendagri serta

data kependudukan dari instansi lainnya tersedia tepat waktu

b. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang kompeten
Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang layanan adminduk (komputer

dan printer serta mobil operasional yang kurang memadai)

3. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

a. Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja

Dukungan Anggaran yang Memadai;

Standar Operasi Prosedur yang Jelas

Pelatihan Bimtek terkait Tupoksi dan Kualitas SDM;

Koordinasi yang baik dengan Anggota satlinmas Desa/ Kelurahan;

Koordinasi yang baik dengan berbagai instansi terkait

b. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Sarana prasana penunjang ketugasan masih kurang memadai dan
penguasaan terhadap penggunaan IT masih belum Optimal

Keterbatasan personil dengan perbandingan luas wilayah dan volume
permasalahan yang dihadapi

Partisipasi anggota satlinmas desa dan leurahan dalam meningkatkan
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Masih adanya pelanggaran terhadap perda dan perbup yang dilakukan oleh

masyarakat

4. Inspektorat

a. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Kurangnya data dukung dari SKPD dalam kertas kerja

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

a.

Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja
Selarasnya dokumen Perencanaan yang memudahkan pelaksanaan kinerja
dilapangan
Dukungan Daerah (Legislatif dan Eksekutif) terkait Perda Kemudahan
Berusaha
Adannya Proyek Investasi yang Siap Ditawarkan (IPRO)
Sistem perizinan yang sudah terintegrasi dan menggunakan Teknologi
Informasi
Adanya dukungan pusat untuk pengendalian pelaksanaan penanaman modal
melalui dana DAK
Sebagian besar pengelolaan data dan informasi sudah dikelola secara

elektronik

. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Belum jalannya fasilitasi kemitraan pengusaha besar dengan UMKM

Belum memiliki Link dengan Asosiasi Investor, dan belum pengalaman
mengikuti event Investasi diluar Daerah

Seringnya maintanance aplikasi perizinan yang dikelola Kementerian
kominfo (SI Cantik) dan gangguan internet,

Pelaku Usaha tidak melaporkan LKPM sebagaimana mestinya

6. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman

a. Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja

Ketersediaan anggaran sesuai kebutuhan serta dukungan dana alokasi
khusus

Kerjasama antar SKPD, Kerjasama pihak pemerintah daerah dengan pihak
lain dalam pencegahan kawasan permukiman kumuh, dalam hal kerjasama,
pemerintah banyak melakukan kerjasama dengan pihak lain, tujuannya
adalah agar dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat baik dalam

hal ekonomi, pendidikan kesehatan dan lain lain kepada masyarakat yang
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Pemilihan Lokasi yang tepat untuk Rumah Layak Huni
Pertumbuhan jumlah perumahan swadaya maupun formal yang masih kecil
dengan stimulan PSU diharapkan dapat lebih berkembang dan mencegah

kawasan permukiman kumuh baru

b. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Keterbatasan sumber daya manusia dalam proses pelaksanaan pengadaan
Belum meratanya akses air bersih dan sanitasi bagi warga pedesaan dan
perkotaan

Belum sinkronnya muatan Substansi RTRW Kabupaten Balangan dengan
RTRW Provinsi

Rendahnya partisipasi masyarakat dan belum optimalnya kolaborasi antar
dinas pemegang wewenang dalam tujuh indikator kumuh

Kurangnya kesadaran pengembang perumahan baik swadaya dan formal
dalam alokasi ketersedian lahan yang diserahkan kepada pemerintah untuk

pembangunan PSU

7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

a.

b.

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja
Tersedianya Anggaran untuk fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
Pelaksanaan Belanja fisik dan modal ada yang di tunda ke perubahan
penyesuaian rekening belanja yang seharus belanja barang dan jasa terinput

ke rekening belanja yang dibagikan kemasyarakat di anggaran murni.

8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

a.

b.

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja
Ketersediaan anggaran dan komitmen pemerintah daerah
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
besarnya jumlah warga yg terdampak sehingga menyulitkan dalam
pelayanan kebencanaan secara menyeluruh.
masih kurangnya asn yg terlatih dalam penanggulangan bencana
kurangnya peralatan yg mendukung peringatan dini bencana
masih kurang pedulinya masyarakat tentang bahaya kebakaran dan

keterbatasan SDM

9. Sekretariat Daerah

a. Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja

Komitmen antar bagian untuk pemenuhan realisasi kinerja dan tersedianya
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b. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Kurangnya kualitas SDM, fasilitas sarana dan prasarana dan kurangnya
informasi dalam data dukung
Belum optimalnya pengkoordinasian dengan SKPD terkait berupa evaluasi

dan monitoring

10. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

a. Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja

Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

b. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Sistem Informasi Akuntansi dan pelaporan tidak memadai dan cenderung

berubah setiap tahun anggaran

11. Dinas Kesehatan

a. Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja

Adanya dukungan DAK dan CSR

Upaya percepatan desa ODF yang dapat dilakukan pada tahun 2024 dengan
berupaya terus mengawal rencana pembangunan jamban sehat dari dana
APBDes tahun 2024. Peningkatan edukasi kepada masyarakat juga perlu
ditingkatkan khususnya bagi rumah tangga yang sudah memiliki sarana
sanitasi jamban yang kondisinya rusak untuk berupaya memperbaiki sendiri
dengan kemampuan sendiri sehingga tidak membebani anggaran baik dari
dana Desa maupun intervensi dari luar guna meningkatkan persentasi akses

sarana sanitasi dan peningkatan desa ODF

b. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Faktor kurangnya pengetahuan ibu dan keluarga tentang proses kehamilan,
persalinan maupun pola asuh bayi

Masih terdapatnya desa/kel yang tidak uci, dikarenakan masih adanya bayi
yg belum mendapatkan imunisasi lengkap di Desa/kel tersebut karena
berbagai alasan, diantaranya masih adanya penolakan dari orang tua/
keluarga bayi untuk imunisasi pada bayinya karena alasan demam/sakit
jika diimunisasi, ada juga alasan halal- haramnya vaksin

Masih ada 16 desa yang belum memiliki polindes. Hal ini tentu berdampak
pada pemenuhan SPM pelayanan kesehatan ibu dan anak sehingga
berdampak masih adanya kematian bayi dan kematian ibu serta lambatnya
penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Balangan

Survei PHBS sangat bergantung dari ketersediaan anggaran untuk jasa
pihak ketiga (surveyor) lapangan. Capaian Rumah Tangga Ber-PHBS masih

sangat sulit ditingkatkan, hal ini dikarenakan ada indikator yang belum

11-35



Perubahan RKPD
Kabupaten Balangan Tahun 2024

terpenuhi yaitu masih tingginya perilaku merokok di dalam
rumah/perilaku merokok. Walaupun sudah ada upaya pemerintah melalui
SKPD terkait dalam melakukan KIE tentang bahaya merokok tetapi pada

kenyataan di lapangan hal ini sangatlah sulit dilakukan.

12. Dinas Sosial

a. Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja

Komitmen antar bagian untuk pemenuhan realisasi kinerja dan tersedianya
sistem informasi yang memadai

Standar Pelayanan Minimal yang dimampu oleh urusan sosial dan respon
cepat terhadap laporan masyarakat terhadap para pemerlu pelayanan

kesejahteraan sosial yang membutuhkan pelayanan dasar

b. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Belum tersedianya basis data yang akurat sebagai bahan untuk
mengoptimalkan  penjangkauan untuk para pemerlu pelayanan
kesejahteraan sosial

Masih dalam proses verifikasi data dilapangan dan sistem pertanggung
jawaban keuangan yang harus non tunai dan langsung ke penerima

belum tersediannya sumber daya manusia yang mampu dalam

mengkoordinir dalam proses penyajian data PPKS

13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

a. Faktor Pendorong Keberhailan Kinerja

Ketersedian anggaran untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, penataan
dan pengawasan kearsipan

Tersedianya SOP untuk pelayanan izin penggunaan arsip

b. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Pengelola perpustakaan masih banyak yang tidak memiliki latar belakang
pengetahuan tentang pengelolaan ilmu perpustakaan yang sesuai ketentuan
Pengelola Arsip di masing - masing SKPD sering terjadi pergantian sehingga
dalam proses jalannya pengelolaan arsip belum dilakukan secara maksimal
Belum maksimalnya tingkat ketersediaan arsip karena LKD belum memiliki
Depo Arsip yang sesuai dengan standar nasional kearsipan

Kurangnya informasi mengenai keberadaan naskah kuno dan tidak

tersedianya alat untuk melestarikan koleksi tersebut

14. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

a. Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja
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Adanya kerjasama yang baik dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan
Perikanan, Bulog, PT Wings, PT Indofood sehingga terlaksana kegiatan Pasar
Murah dengan lancar.

Adanya Permohonan dari Kepala Desa agar dilaksanakan Pasar Murah di
Desa nya.

Kerjasama dengan Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan

b. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Mencari Pelaku Usaha untuk Sertifikasi Halal dan Pendaftaran Merek/HAKI
yang memenuhi kreteria persyaratan yang ada sulit.

Belum ada gudang penyimpanan bahan pokok daerah

Kurangnya pengetahuan pelaku usaha mengenai fungsi legalitas perizinan
dalam menunjang pengembangan usaha dan masih banyaknya pelaku usaha
yang kurang informasi/mengeluhkan mengenai kewajiban perpajakan

terkait legalitas perizinan berusaha

15. Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup

a. Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja

Peraturan Bupati Balangan Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan
Strategi Kabupaten Balangan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah
mengamanatkan bahwa setiap kota dalam rencana tata ruang wilayahnya
diwajibkan untuk mengalokasikan sedikitnya 30% dari ruang atau
wilayahnya untuk RTH, dimana 20% diperuntukkan bagi RTH publik dan
10% diperuntukkan bagi RTH privat.

b. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Masih terbatasnya anggaran untuk kegiatan pengurangan sampah
SDM bidang teknis terbatas
Tidak ada penambahan luasan RTH

Masih terbatasnya anggaran untuk kegiatan pengembangan Kebun Raya

16. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

a. Faktor Pendorong Keberhasila Kinerja

Adanya kebijakan dan sistem yang menjadi rujukan dalam penyusunan
dokumen perencanaan

dukungan kebijakan pimpinan, kebijakan pembangunan berbasis hasil
kajian/ riset dukungan anggaran penelitian dan pengembangan

terjalinnya kolaborasi antar OPD mendukung pemberian informasi/ data
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dukungan sumber daya yang kompeten yakni mitra Lembaga, Yayasan dan
perguruan tinggi pelaksana penelitian dan pengembangan (akademisi
berpengalaman dan berkualifikasi)

Pernyataan Komitmen semua Kepala SKPD, BLUD/UPTD Puskesmas untuk
menerapkan Culture Of Innovation

Adanya inovasi Sepeda Baru (Sistem penjaringan Inovasi daerah Balangan
terpadu) melakukan sosialisasi dan penjaingan

Inovasi jemput bola ke semua SKPD/BLUD dan UPT Puskesmas)

Adanya alokasi anggaran untuk reward bagi inovasi terbaik dengan terus
meningkatkan uang pembinaan dan penambahan anggaran khusus inovasi
Adanya Tim Klinik inovasi dengan membentuk Tim Pelaksana, Aktor dan
Jejaring Klinik Inovasi Balangan (Klinik Inoba) serta betkolaborasi dengan
Aktor Inovasi (Akademisi, Pelaku bisnis, Media massa, pemerintahan,
komunitas dll)

Adanya Tim Akselerasi inovasi daerah untuk mendorong dan percepatan

pemenuhan data dukung inovasi sebelum input IGA 2024

b. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Masih adanya kendala dalam penentuan target yang selaras antar dokumen
perencanaan milik OPD

media yang memudahkan dalam proses perencanaan belum saling
terintegrasi

belum tersedianya panduan penelitian dan pengembangan di daerah
Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK (RIP]J-PID)

masih terbatasnya hasil perekayaasaan dan penerapan terkait
pengembangan komoditas unggulan

tema dan topik kajian dan penelitin belum mewakili isu strategis dan
permasalahan daerah yang mendesak memerlukan penanganan dan
penyelesaian

masih terbatasnya kapasitas dan kapabilitas pejabat fungsional peneliti
Jumlah inovasi terjaring masih kurang

Sarana dan prasarana inovasi masih kurang

Rendahnya budaya inovasi serta rendahnya tingkat replikasi inovasi

Belum terjaringnya inovasi dari masyarakat, sekolah, desa, DPRD, UMKM

17. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

a. Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja

Anggaran yang tersedia sesuai dengan anggaran kas yang telah disusun

b. Fakor Pengambat Pencapaian Kinerja
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Akses menuju destinasi wisata yang belum terbangun, menghambat proses
distribusi bahan dalam pelaksanaan pekerjaan fisik di destinasi wisata

Kegiatan Fisik di Bidang Olahraga masih terkendala proses hibah tanah nya
Pembebasan lahan Sport Center yang masih terkendala proses Review DED

dari Dinas PU

18. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

a. Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja

Pendampingan peningkatan tata kelola satuan pendidikan/sekolah dan
pembinaan pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk
jenjang PAUD

Kesadaran masyarakat akan pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini sudah
meningkat karena kepercayaan orang tua terhadap pendidik/kepala sekolah
atau Lembaga untuk menitipkan buah hatinya kepada lembaga PAUD,
Peran Bunda PAUD dalam memberikan motivasi dan peningkatan mutu
Pendidikan

Adanya Kualifikasi standar guru dan relevansi antara bidang keahlian guru
dengan tugas mengajar

Intensitas keterlibatan orang tua, intensitas sosialisasi, dan intensitas
penggunaan media massa terhadap literasi baca tulis yang tinggi

Adanya kolaborasi dan kerja sama yang baik antara Pendidik Tenaga
Kependidikan dengan peserta didik

Pemberian dukungan Bantuan Operasional Sekolah bagi SD dan SMP Negeri
dan swasta di Kabupaten Balangan

Pemberian dukungan kelengkapan sarana prasarana sekolah melalui

penyaluran DAK Fisik

b. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Keterbatasan kuota untuk mengikuti program
kompetensi Tenaga Kependidikan Tenaga PAUD

Masih adanya anak putus sekolah yang disebabkan oleh faktor ekonomi,
faktor sosial di keluarga dan lingkungan masyarakat.
Anak-anak yang putus sekolah sebagian berasal dari keluarga yang
bermasalah dan lingkungan masyarakat yang tidak mendukung untuk
tumbuh kembang anak

Akreditasi belum menjadi kebutuhan dan kesadaran bagi sebagian satuan
PAUD dan PNF

Kelangkaan bahan bacaan di sekolah-sekolah, khususnya di daerah-daerah

terpencil, belum adanya ruang baca seperti perpustakaan dan pojok baca
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yang diperlukan untuk pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah,
serta kurangnya minat baca peserta didik

Adanya keterlambatan respon dari pihak Balai adat yang mendapatkan dana
Hibah, hal ini dipengaruhi dari jaringan internet, pekerjaan rumah yang
banyak, jarak yang jauh dari dinas.

Masih ada kendala lapangan lahan dimiliki oleh beberapa orang, sehingga

belum ada kesepakatan dalam pemeliharaan cagar budaya

19. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

a. Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja

Adanya komitmen Pemerintah Daerah terhadap pengembangan Komunikasi
dan Informatika.

Adanya kerjasama dengan media cetak dan media online

b. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Pengembangan Jaringan Internet masih terfokus pada Pembangunan Menara
Trianggle di Desa Terpencil atau Daerah Blank Spot, untuk Trianggle ini
mudah rusak dikarenakan disembar petir dan belum teranggarkan
pengembangan jaringan Internet (Fiber Optik) dari Kominfosan Balangan ke
Kantor Kecamatan, Kantor Desa, Tempat Wisata Desa dan Tempat
UKM(Pasar Desa) serta Fasilitas Umum di Seluruh Kabupaten Balangan
dikarenakan anggaran terlalu besar

Data sebagai hasil dari kegiatan/program yang dilaksanakan oleh SKPD
belum dikelola dengan menggunakan variabel sebagaimana ditetapkan oleh
kegiatan/programnya itu sendiri;

Variabel data belum memiliki metadata, sehingga sehingga menimbulkan
pengertian atau pemahaman yang beragam terkait data yang dimiliki; Data
tidak terpublikasikan segaimana seharusnya, hanya dikuasai oleh pengelola

program sehingga data sulit untuk didapatkan;

20. Dinas Perhubungan

a. Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja

Tenaga Pengatur yang memadai, Koordinasi yang jalan antar pihak

Kepolisian

b. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

untuk angkutan Pemda sudah realisasi tersedia 13 Armada, untuk angkutan
swasta (kurangnya minat swasta untuk mengadakan usaha angkutan)
Kurang kesadaran penggunan jalan, kurang pengetahuan penggunan jalan
dan kurang sarana pemantauan elektronik (CCTV / ATCS)

Kurang pelatihan teknis pengatur lalu lintas
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Kurang kesadaran dari masyarakat tentang Kendaran wajib Uji dan Masih

ada angkutan yang ODOL

21. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja

Adanya komitmen pemerintah daerah berupa perda PUG, SK Tim Pokja PUG
(serta Tim teknis PUG) serta adanya anggaran

sudah tersedianya UPTD PPA

meningkatnya kapasitas SDM Aparatur Desa dan memiliki kompetensi dalam
rangka penyelenggaraan pemerintah desa

Tersedianya kader PPKBD dan Sub PPKBD dalam melaksanakan Tupoksi di
157 desa serta berperan dalam pencegahan STUNTING

b. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Tidak tersedianya update data perkawinan usia anak

keterlambatan dalam pengumpulan data terpilah gender dan anak dari
SKPD/Instansi terkait serta keterlambatan input data di aplikasi SIMFONI
PPA

Kurangnya perhatian dari instansi lain terkait penyediaan data untuk
Kabupaten layak anak

Adanya perubahan tugas jabatan dalam tim dari pusat, sehingga kabupaten
menyesuaikan, kurangnya SDM dalam penanganan kasus

Masih rendahnya tingkat kehadiran peserta penguatan kapasitas pokja PUG
Adanya pergantian kader PPKBD dan Sub PPKBD setiap Desa, serta belum
pernah dilaksanakan pelatihan/peningkatan kapasitas kader PPKBD

22. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja

Tersedianya anggaran, sarana dan prasarana penunjang kegiatan

b. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Minimnya pengetahuan SDM Ormas terkait tatacara pendaftaran Ormas
Belum terpenuhi SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas
Belum optimalnya Sinergitas dalam penyelenggaraan kegiatan

Belum optimalnya wawasan politik masyarakat terkait pelaksanaan pemilu

dan pemilihan kepala daerah

23. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

a. Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja

Semakin tingginya skor PPH konsumsi, maka semakin beragam dan

seimbang konsumsi pangan masyarakat, nilai tersebut menunjukkan
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kualitas konsumsi pangan penduduk. Pada tahun 2023 hasil skor PPH
Konsumsi menunjukkan konsumsi padi-padian dan pangan hewani sudah
mencapai ideal hal tesebut didukung melalui kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber
Daya Lokal, antara lain sosialisasi konsumsi pangan Beragam, bergizi,
seimbang dan aman (B2SA), kepada ibu - ibu PKK Kecamatan sekabupaten
balangan serta kader pangan, kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada pelajar
dari tingkat SD hingga SMA melalui Kegiatan B2SA Goes to School, sehingga
pola konsumsi pangan B2SA diharapkan dapat di terapkan sejak dini dimulai
dari tingkat keluarga.

Penambahan Populasi ternak besar dan kecil

Banyaknya minat petani untuk meremajakan tanaman perkebunan
khususnya karet dan pengembangan kelapa sawit dan kopi

Petani sudah mulai mengenal pengendalian harus ramah lingkungan,
penggunaan pestisida sesuai rekomendasi dan penggunaan pestisida nabati
dengan mnggunakan tanaman yang bisa dijadikan pestisida

Selalu ada informasi perubahan cuaca (prakiraan hujan dan kemarau) dari
informasi BPS ataupun secara online sehingga petani dapat menentukan
waktu awal tanam dan kapan panen yg didukung oleh cuaca

Kelompok tani berfungsi dengan baik maka petani dapat meningkatkan

usaha taninya.

b. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Kesadaran masyarakat kurang untuk tidak melakukan tindak illegal fishing,
meski sudah disuluh. Pemberian sanksi tegas belum diterapkan dan masih
dilakukan pembinaan

Untuk kasus penyakit tertentu tidak bisa dilakukan tindakan karena
keterbatasan sarana selain itu kurangnya petugas Dokter hewan dan petugas
paramedik Veteriner yang dapat melayani 8 Kecamatan

Permintaan daging yang meningkat seiring penambahan jumlah penduduk
dan perbaikan ekonomi keluarga serta lambatnya peningkatan jumlah
populasi ternak besar dan kecil

Ketersedian bibit yang kurang di kabupaten Balangan

masih kurang tahunya petani membuat atau mngolah pestisida nabati
sendiri

perubahan cuaca atau iklim yg tidak menentu sehingga bisa menyebabkan

kerusakan pada tanaman yg bisa disebabkan oleh opt
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Produksi pertanaman yang selalu dipengaruhi oleh intensitas serangan opt
yang bisa menyebabkan kehilangan jumlah produksi, seperti hama wereng,
serangan tikus dan opt lainnya

Kurangnya petugas inseminator, saat ini hanya ada 4 Inseminator aktif yang
melayani 8 kecamatan dan belum tersedianya Unit Layanan Inseminasi
Buatan (ULIB) di seluruh kecamatan sehingga untuk pelayanan Inseminasi
Buatan memerlukan jarak tempuh yang lama pada saat membawa bibit
sehingga bisa mengurangi kualiatas bibit/semen beku

Masih terdapat beberapa desa rawan pangan yang belum dapat bantuan
karena keterbatasan anggaran

Kelompok perikanan belum sepenuhnya tersuluh dan mengikuti
pelatihan/pembinaan kelompok, banyaknya kelompok-kelompok baru yang
masih memerlukan pelatihan pembudidayaan

Belum adanya Petugas Pengambil Sampel PSAT yang bersertifikat
Ketersediaan umbi-umbian tahun 2023 menurut skor PPH ketersediaan

masih belum mencukupi karena masih didominasi oleh produksi ubi kayu

24. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja

a. Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja

Adanya dukungan anggaran pemerintah untuk pelaksanaan Premi BP]JS
Ketenagakerjaan untuk Tenaga Kerja Rentan

Adanya kebijakan dan program pemerintah yang fokus pada peningkatan
kualitas SDM koperasi..

Kemudahan akses informasi dan teknologi yang mendukung pengembangan
kompetensi SDM Koperasi.

Adanya regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan koperasi
Program pelatihan dan pendidikan yang berkesinambungan bagi pengurus
dan pengawasan koperasi.

Terbukanya ritel modern melakukan kemitraan dengan UMKM serta regulasi
nasional yang membuka kesempatan bagi UMKM untuk bermitra dengan
ritel modern.

Tersedianya berbagai akses permodalan yang disediakan baik dari pihak
perbankan maupun kerjasama pemerintah, apalagi sudah ada Program
Kredit tanpa bunga dan biaya administrasi seperti program KUR BABUNGAS
dan BAKABUN

Tersedianya lahan untuk peningkatan pendapatan diberbagai sektor

percepatan pengembangan kawasan Transmigrasi
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Tersedianya anggaran serta tingginya minat pelaku UMKM untuk dapat

menambah skala usahanya

b. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Masih banyaknya perusahaan yang belum menyusunan rencana tenaga kerja
sehingga kebutuhan tenaga kerja sulit terhimpun selain itu masih belum
adanya kesadaran perusahaan untuk lapor lowongan pekerjaan

kualitas SDM pencari kerja yang masih rendah dan sedikitnya lowongan
kerja yang tersedia di daerah

Kurangnya partisipasi aktif dari anggota koperasi dalam kegiatan koperasi.
Rendahnya regenerasi kepengurusan koperasi.

Sebagai Bidang baru, masih kurangnya dukungan anggaran, sarana dan
prasarana dan SDM di Bidang Koperasi

Kurangnya kesadaran dan komitmen dari pengurus dan anggota koperasi
untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi.

Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan program pelatihan dan
pengembangan

Produk UMKM yang masih belum memenuhi standar kriteria yang
disyaratkan sebagai mitra ritel modern, * Enggannya masyarakat untuk
mengakses fasilitas permodalan dari pihak ketiga serta kurang siapnya
pelaku UMKM dalam mengakses permodalan (dari segi agunan, kesiapan
perencanaan usaha dan beban biaya tambahan)

Terbatasnya jumlah UMKM yang dapat difasilitasi dalam menambah skala
usahanya

Kondisi lahan yang masih sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca terutama
hujan sehingga sangat berpengaruh pada aktivitas pertanian (bercocok
tanam) karena tingginya kandungan air dan tebalnya lumpur

Terbatasnya perusahaan untuk penempatan kerja

25. Kecamatan Lampihong

a. Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja

Terakomodirnya Pagu Anggaran, Belanja dan Sub Kegiatan untuk mencapai

Target Kinerja yang telah ditetapkan

b. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Adanya Proses Pembelian Pengadaan Barang dan Jasa melalui Aplikasi E-

Katalog dan Siopen yang belum dikuasai PPTK Kegiatan

26. Kecamatan Awayan

a. Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja
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- Tersedianya anggaran yang cukup untuk melakukan kegiatan di setiap
triwulan sehingga proses pelaksanaan kegiatan menjadi lancar
b. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
- Terjadi penundaan pelaksanaan kegiatan dikarenakan adanya perubahan
waktu pelaksanaan kegiatan sehingga menghambat realisasi capaian kinerja
27. Kecamatan Paringin
a. Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja
- Tersedianya anggaran yang cukup untuk melakukan kegiatan di setiap
triwulan sehingga proses pelaksanaan kegiatan menjadi lancar
b. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
- Terjadi penundaan pelaksanaan kegiatan dikarenakan adanya perubahan
waktu pelaksanaan kegiatan sehingga menghambat realisasi capaian kinerja
- Kurangnya pemahaman Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam
pembelanjaan dengan aplikasi yang di tetapkan, misalnya pada aplikasi
belanja SI OPEN
28. Kecamatan Batumandi
a. Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja
- Sudah adanya penyesuaian pagu anggaran sehingga kinerja dalam setiap sub
kegiatan bisa tercapai sesuai target yang ditetapkan
b. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
- Kurangnya pemahaman Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam
pembelanjaan dengan aplikasi yang di tetapkan, misalnya pada aplikasi
belanja SI OPEN ataupun EKATALOG
29. Kecamatan Tebing Tinggi
a. Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja
- Terlaksananya Kegiatan Sesuai Rencana Anggaran Kas, dan pelaksana
kegiatan cepat menyerahkan dan melengkapi spj untuk dibayarkan
b. Faktor Penghambat Kinerja
- minimnya pemahamahan terhapap penggunaan si open sehingga mengalami
keterlambatan dalam pembuatan spj
30. Kecamatan Halong
a. Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja
- Terakomodirnya Pagu Anggaran, Belanja dan Sub Kegiatan untuk mencapai
Target Kinerja yang telah ditetapkan
b. Faktor Penghambat Kinerja
- Masih Kurangnya Pemahaman Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
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Tidak adanya sanksi terhadap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),
yang tidak mencapai Target Kinerja yang sudah Ditetapkan

Laporan Program disampaikan pada Akhir Tahun

31. Kecamatan Paringin Selatan

a. Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja

Terakomodirnya Pagu Anggaran, Belanja dan Sub Kegiatan untuk mencapai

Target Kinerja yang telah ditetapkan

b. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Masih Kurangnya Pemahaman Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
terhadap Target Kinerja yang harus dicapai

Ada beberapa pihak penyedia yang belum terdaftar pada aplikasi si OPEN
ataupun EKATALOG

32. Kecamatan Juai

a. Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja

Kemampuan SDM

b. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Beberapa proses pengadaan barang melalui aplikasi e katalog mengalami
hambatan karena kekurangsiapan penyedia yang ditunjuk, pejabat
pengadaan yang terlambat ditunjuk, dan kekurangsiapan SDM di Kecamatan
Juai yang mampu melaksanakan proses belanja secara e catalog

anggaran kas yang disusun tidak dapat memenuhi belanja barang dan jasa
atas kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga harus menunggu anggaran
kas triwulan berikutnya atau anggaran perubahan tahun 2024

kurangnya pengawasan internal terhadap pelaksanaan kegiatan dan

realisasi penatausahaan keuangan.
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2.4. Permasalahan Daerah

Beberapa hal permasalahan daerah yang mendasari Perubahan RKPD Kabupaten

Balangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan

kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan

Dimana dalam pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan guna mendukung
percepatan pencapaian pembangunan daerah dapat dilihat bahwa perkembangan asumsi
ekonomi daerah yang fokus pada peningkatan infrastruktur dan perekonomian daerah
perlu dilakukan percepatan lanjutan sehingga berdampak pada kinerja ekonomi daerah
khususnya pada pendanaan target pencapaian kinerja yang perlu dilakukan penyesuaian.
Selain itu perkembangan kerangka pendanaan pembangunan daerah terkait alokasi DAK
yang belum dipastikan baik secara ilmiah maupun penggunaannya sudah masuk dan
dianggarkan, demikian juga sumber pendanaan lainnya dari TJSLP, serta investasi yang
direalisasikan pada tahun berjalan. Terakhir terkait Prioritas dan sasaran pembangunan
yang masih berfokus dan perlu percepatan pada Peningkatan Pemenuhan Infrastruktur
Dasar dan Perkotaan serta Konektivitas Wilayah Dan Pelestarian Lingkungan Hidup,
Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Hilirisasi Hasil Produksi Pertanian serta
Pengembangan Pariwisata, Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM,
Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui Sektor Pendidikan dan Kesehatan,
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Percepatan
Penangangan Kemiskinan Ekstrem, Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan
Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah.
2. Adanya Penyaluran DBH/DAU melalui Fasilitas TDF ( Treasury Deposite Facilities)

Perubahan Dana bagi hasil pada pemerintah Kabupaten Balangan terkait dana bagi
hasil royalti tambang Batu Bara yang menjadi salah satu penyebab adanya peningkatan
APBD tahun 2024 sehingga perlu dilakukan penyesuaian.
3. Percepatan pencapaian target RPJMD Tahun 2021-2026 perlu penyesuaian

Perubahan RKPD Tahun 2024

Berdasarkan target capaian di tahun 2024 yang disusun pada tahun 2023 dalam
RKPD Kabupaten Balangan tahun 2024 terdapat beberapa target pembangunan daerah
yang memerlukan penyesuaian karena sudah tercapai maupun mengalami perubahan
perhitungan sehingga harus dilakukan perubahan target dan perubahan dalam rangka
percepatan pencapaian terhadap target RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana termuat
dalam penyesuaian target di BAB IV Perubahan RKPD tahun 2024.
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BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH

Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah terdiri arah
kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah. Kebijakan ekonomi
daerah digunakan untuk menggambarkan hubungan antara tujuan wutama
pembangunan daerah dengan capaian indikator makro ekonomi daerah dan
bagaimana antar komponen saling mempengaruhi.

Arah kebijakan keuangan daerah berisikan uraian tentang kebijakan yang akan
dipedomani oleh pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja
daerah dan pembiayaan daerah. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas (riil)

keuangan daerah dan mengefisienkan penggunaannya.

3.1 PERUBAHAN KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

a. Perkembangan Ekonomi Makro Daerah Kalimantan Selatan

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah Provinsi Kalimantan Selatan
tahun 2024 dirumuskan tidak lepas dari melihat pencapaian pembangunan
ekonomi dan evaluasi capaian target tahun-tahun sebelumnya serta prospek dan
tantangan perekonomian di masa yang akan datang. Hal ini karena setiap negara
terhubung untuk melakukan perdagangan global di mana antara satu negara dan
negara lain saling terhubung yang biasa disebut merupakan rantai pasok. Secara
luas untuk suatu negara, rantai pasok adalah dimana satu negara mendapat
pasokan perekonomian dari negara lain dan negara tersebut memberikan pasokan
ke negara lain. Ketika ada satu negara bermasalah, maka jaringan pasokan tersebut
terganggu dan membuat dampak ke negara lain yang saling terhubung. Sedangkan
dalam lingkup mikro, rantai pasok, atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai
supply chain, merujuk pada serangkaian proses bisnis yang menghubungkan
beberapa aktor untuk peningkatan nilai tambah bahan baku/produk dan
mendistribusikannya kepada konsumen. Tujuan utama dari rantai pasok adalah
peningkatan nilai tambah, memenuhi permintaan konsumen, peningkatan daya
saing, peningkatan keuntungan, dan membangun relasi yang baik antar aktor

dalam rantai pasok. Rantai pasok melibatkan sejumlah kegiatan, termasuk
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manajemen aliran informasi. Hal ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari
pemasok, produsen, distributor, hingga konsumen, dan melibatkan integrasi
aktivitas pengadaan bahan, pengubahan menjadi barang jadi, serta pengiriman ke
pelanggan.
3.1.1 Kondisi Pembangunan Ekonomi Daerah Balangan Tahun 2023

Kondisi pembangunan ekonomi daerah Balangan membahas gambaran
mengenai capaian kerangka ekonomi makro daerah tahun - tahun sebelumnya beserta
proyeksinya untuk tahun 2023 dan 2024. Gambaran kerangka ekonomi makro daerah
ini terdiri atas Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, dan Kemiskinan
diuraikan sebagai berikut.
3.1.1.1 Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pada Sub Bab ini disampaikan PDRB pada Tahun 2023 selama empat tahun
yaitu Tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023. PDRB tersebut antara lain berdasarkan harga
konstan, harga berlaku, lapangan usaha, dan pengeluaran.

Secara umum, PDRB Balangan pada Tahun 2023 adalah senilai Rp. 20.876,19
Milyar rupiah, atas dasar harga berlaku (ADHB) dan senilai Rp. 10.390,60 Milyar
rupiah atas dasar harga konstan (ADHK). Pada PDRB ini, ada beberapa hal yang dapat
disoroti sebagai berikut.

1. Berdasarkan harga berlaku, maka tiga lapangan usaha dengan share terbesar dari
PDRB Kabupaten Balangan secara berurutan adalah sektor Pertambangan dan
Penggalian, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, serta sektor
Perdagangan Besar dan Eceran.

2. Berdasarkan harga berlaku tersebut, dapat juga disoroti bahwa nilai produk
sektor Pertambangan dan Penggalian tumbuh sangat signifikan, demikian juga
dengan share-nya.

3. Berdasarkan harga berlaku, maka tiga jenis komponen pengeluaran dengan
share terbesar dari PDRB Kalimantan Selatan secara berurutan adalah sektor
Ekspor, sektor Konsumsi Rumah Tangga, dan sektor Investasi (Pembentukan
Modal Tetap Bruto).

4. Tingginya nilai share ekspor sangat berkaitan dengan lapangan usaha sektor

Pertambangan dan Penggalian serta sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Rincian PDRB menurut lapangan usaha disampaikan pada tabel berikut.
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Tabel 3.1

PDRB Balangan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Balangan (Milyar

Rupiah), 2020-2023

Keterangan Atas Dasar Harga Berlaku Atas Dasar Harga Konstan
Lapangan Usaha 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023
PerFanlan, Kehutanan, dan 131157 1.406,4 147432 1.603,24 991,90 | 1.027,02 1.030, 1.071,8
Perikanan 4 66 0
Pertaml?angan dan 6.317,13 7.581,2 | 14.562,3 1539123 | 6.143,65 | 6.379,57 6.774, 7.019,4
Penggalian 1 3 16 3
Industri Pengolahan 212,25 | 231,37 252,75 262,89 140,77 146,76 | 153,47 | 158,90
Pengadaan Listrik dan Gas 4,42 4,48 5,09 5,53 2,55 2,65 2,85 3,09
Pengadaan Air, Pengelolaan 22,68
Sampah, Limbah dan Daur 30,15 30,50 31,90 33,96 21,27 21,38 22,03
Ulang
Konstruksi 501,84 | 525,05 582,78 643,20 339,68 342,18 | 356,72 | 382,85
Perdagangan Besar dan 464,84
Eceran, Reparasi Mobil dan 640,39 | 671,41 751,05 867,76 407,92 412,95 | 435,79
Sepeda Motor
Transportasi dan 216,77 | 221,15 | 249,09 300,28 | 14531 | 147,55 | 15652 | 10670
Pergudangan
Penyediaan Akomodasi dan 4027 | 41,73 45,07 49,51 27,28 2764 | 2015 | L8O
Makan Minum
Informasi dan Komunikasi 157,48 | 165,84 178,87 191,97 122,32 128,69 | 135,69 143,44
Jasa Keuangan dan Asuransi 40,66 40,79 4493 48,59 26,94 25,86 26,27 27,95
Real Estate 115,76 | 121,72 127,58 137,87 83,42 86,25 89,43 94,38
Jasa Perusahaan 8,68 9,12 10,19 11,62 5,28 5,51 5,91 6,41
Administrasi Pemerintahan, 360,56
Pertahanan dan Jaminan 551,73 545,47 572,28 627,29 340,48 331,63 | 341,82
Sosial Wajib
Jasa Pendidikan 396,31 | 416,00 445,99 474,10 265,57 271,28 | 286,14 | 299,85
!;)S;alfesehatan dan Kegiatan 110,86 | 122,26 | 132,09 144,46 72,28 7870 | 8375 | 8888
Jasa Lainnya 65,42 66,85 74,07 82,69 41,26 41,69 44,30 47,04
12.201, | 19.540,3 9.974, | 10.390,
Total 10.722,30 61 9 20.876,19 | 9.177,87 | 9.477,29 65 60

Sumber: Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun, 2024

Tabel 3.2

PDRB Balangan Menurut Pengeluaran (Milyar Rupiah)

Atas Dasar Harga Berlaku

Atas Dasar Harga Konstan

Lapangan Usaha

2020 2021 2022 2023

2020 2021 2022 2023

Pengeluaran Konsumsi
Rumah Tangga

2.503,01 | 2.584,69 | 2.948,93 | 3.236,01

1.776 1.874
1.761,02 ’ " | 1.972,51
61,0 38 40 9725

Pengeluaran Konsumsi
LNPRT

109,74 113,21 121,53 139,32

70,41 70,91 73,07 79,30

Pengeluaran Konsumsi

1.118,07 | 1.125,20 | 1.200,12 | 1.315,44

682,59 | 659,08 | 673,46 | 723,75

Pemerintah
Pembentukan Modal Tetap | » \ ) 55 | 551605 | 2.80928 | 3.08817 | 1.614,79 | “01% | 1705 | 179384
Domestik Bruto 72 82

. (16,65
Perubahan Inventori 1,97 2,66 -26,26 27,30 1,46 1,90 : 16,70

13.1245 5.349, | 5664,
Ekspor Barang dan Jasa 4.538,29 | 5.859,80 | 12.486,79 5 5.047,60 29 c4 5.837,90
Total 10,722, | 12.201, | 19.540,3 | 20.876, | 9.177,8 | 9.477, | 9.974, | 10.390,
30 61 9 19 7 29 65 60

Sumber: Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun, 2024
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Sama hal nya dengan PDRB, selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2023, PDRB
ADHK Perkapita terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2022 ke 2023, PDRB ADHK Perkapita
yakni dari Rp. 74,39 juta menjadi Rp. 76,34 juta.

Tabel 3.3
PDRB Kabupaten Balangan 2019 - 2023
Keterangan 2019 2020 2021 2022 2023
PDRB ADHB (Rp. milyar) 11.027,66 | 10,722,30 | 12.361,61 | 19.847,84 | 20.876,19
PDRB ADHK (Rp. milyar) 9.40983 | 9.177,87 | 947729 | 9.974,65 | 10.390,60
Laju Pertumbuhan Ekonomi
%) 3,16 2,47 3,27 5,24 417
Jumlah Penduduk (orang) 129.956 129,89 132,01 | 13408 | 13612
PDRB ADHK Perkapita (Rp.
juta) 72,41 70,66 71,80 74,39 76,34
Laju Pertumbuhan PDRB
ADHK Perkapita (%) 2,66 2,28 1,61 3,61 2,61

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kab. Balangan Menurut Lapangan Usaha,

2019-2023

3.1.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Tantangan dan prospek perekonomian dapat bervariasi tergantung pada
konteksnya. Beberapa tantangan umum yang dihadapi oleh perekonomian termasuk
perlambatan pertumbuhan, inflasi, ketidakpastian politik, dan perubahan iklim.
Sementara itu, prospek perekonomian mencakup berbagai faktor seperti
pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kebijakan fiskal. Untuk Indonesia, beberapa
tantangan yang dihadapi termasuk perlambatan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan
ketidakpastian politik terkait Pemilu, sementara prospeknya mencakup langkah-
langkah strategis untuk mengatasi tantangan tersebut dan mendorong pertumbuhan
ekonomi yang inklusif. Dalam pengelolaan ekonomi sektor publik, terdapat tantangan
seperti ketidakseimbangan anggaran, perubahan iklim, dan pengaturan kebijakan,
sementara peluangnya meliputi pembangunan berkelanjutan, penguatan sumber daya
manusia, dan kemitraan publik-swasta.

Tantangan dan prospek perekonomian sangat bergantung pada kondisi
ekonomi, baik secara global maupun domestik, dan memerlukan langkah-langkah
strategis untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Tantangan
yang dihadapi perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan secara umum dan

Kabupaten Balangan secara khusus pada tahun 2023 antara lain adalah potensi
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peningkatan tekanan inflasi, penurunan persepsi investor di tengah ketidakpastian
kondisi global, dan pengendalian inflasi khususnya bahan pangan. Selain itu, terdapat
upaya untuk mendorong hilirisasi sumber daya alam dan diversifikasi dan intensifikasi
pertanian selain itu juga terus memantapkan APBD untuk mendukung pertumbuhan
ekonomi yang stabil dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan pada umumnya dan Kabupaten
Balangan pada khususnya tahun 2024 diprakirakan tetap tumbuh positif dengan
adanya kegiatan pemilu serentak untuk Presiden, DPR, DPRD, dan DPD pada awal
tahun 2024 serta pemilihan Kepala Daerah serentak pada akhir tahun 2024. Meskipun
pada tahun 2023 melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini sejalan
dengan perlambatan perekonomian global yang berdampak terhadap permintaan
domestik dan eksternal. Di sisi penawaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi
terutama didorong oleh penurunan kinerja LU Pertambangan dan LU PHR. Hal tersebut
sejalan dengan pertumbuhan produksi batu bara yang diprakirakan lebih rendah
seiring dengan perlambatan perekonomian negara mitra dagang utama. Di sisi
permintaan, perlambatan ekonomi didorong oleh kinerja net ekspor yang lebih rendah.
Hal tersebut sejalan dengan harga komoditas global yang terus menurun. Selain itu,
impor juga diprakirakan melambat seiring dengan penurunan impor barang modal
seperti alat berat dan kapal.

Pada saat ini per April 2024, nilai tukar rupiah terhadap Dollar AS terus
mengalami pelemahan. Jika nilai tukar rupiah melemah, ada beberapa dampak yang
dapat terjadi:

1) Kenaikan biaya impor : Pelemahan rupiah akan menyebabkan kenaikan biaya
impor, yang akan berimbas pada harga barang impor yang lebih mahal. Hal ini
akan mempengaruhi konsumen karena ada kenaikan harga.

2) Mengancam obligasi dan Surat Utang Negara (SUN) : Melemahnya nilai tukar
rupiah akan mendorong investor untuk menjual obligasi dan SUN, yang akan
menyebabkan harga keduanya bisa menurun drastis .

3) Kenaikan suku bunga acuan : Melemahnya nilai tukar rupiah akan mendorong
percepatan kenaikan suku bunga acuan, yang akan menahan aliran modal
keluar. Namun, adanya kenaikan suku bunga acuan ini menjadi dilema karena
jika ada kenaikan, akan berimbas pada pinjaman, seperti cicilan KPR dan
kendaraan bermotor, yang akan lebih mahal.

4) Inflasi domestik atau imported inflation : Pelemahan rupiah akan berdampak

terhadap potensi kenaikan inflasi domestik atau imported inflation, yang akan
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5)

6)

7)

8)

Kenaikan harga barang impor: Jika pelaku usaha masih bisa memperkecil
margin keuntungan tanpa harus menaikkan harga, dampak kemasyarakat
relatif. Namun, jika ternyata kenaikkan nilai atau harga barang impor sangat
tinggi dan memaksa para pelaku usaha yang melakukan impor tidak mengikuti,
maka dampak kemasyarakat akan lebih besar

Stabilitas kurs dalam jangka pendek : Pelemahan nilai tukar rupiah akan
menjadi momen yang tepat bagi investasi ekspor, seperti kerajinan tangan, yang
bisa menembus pasar internasional.

Peningkatan penggunaan transportasi publik : Penggunaan transportasi publik
sangat efektif untuk menghemat pemakaian BBM, yang akan membantu
pemerintah dalam mengurangi jumlah BBM yang harus diimpor.
Meningkatkan stabilitas kurs : Pemerintah dapat mengurangi keinginan untuk
jalan-jalan ke luar negeri serta mendorong pengembangan sektor pariwisata
dalam negeri, yang akan mempercepat penerimaan devisa dan mendorong
stabilitas kurs dalam jangka pendek.

Tabel 3. 4
Asumsi Asumsi Perekonomian Kabupaten Balangan Tahun 2024

ASUMSI-ASUMSI

KETERANGAN
TAHUN 2024
Pertanian Produksi padi diperkirakan lebih baik pascaserangan hama tungro.
Peningkatan nilai jual harga karet dan hortikultara yang stabil
Pertambangan Produksi batubara diperkirakan meningkat sejalan dengan

membaiknya permintaan negara mitra dagang utama dan

penyerapan domestik yang lebih baik

Industri Pengolahan

Produksi olahan dan rumah tangga dan UKM yang meningkat.

Kontruksi

Berlanjutnya proyek konstruksi Pemerintah seperti jalan, jembatan

dan bendungan serta fasilitas umum dan perkantoran.

Hotel dan Reklame

Aktivitas perdagangan lebih kuat seiring dengan perkiraan
membaiknya perekonomian global dan domestik setelah

ketidakpastiaan global di tahun 2023.

Konsumsi Rumah Tangga

Peningkatan daya beli masyarakat sejalan dengan membaiknya
perekonomian global dan domestik serta penurunan risiko dari

ketidakpastian global

Konsumsi Pemerintah

Peningkatan belanja operasional Pemerintah Daerah dan

Pemerintah Pusat dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Investasi Alokasi belanja modal yang meningkat untuk mendukung proyek
konstruksi Pemerintah. Selain itu, investasi swasta diprakirakan
meningkat sejalan membaiknya risiko investasi.

Ekspor Kinerja ekspor diperkirakan membaik sejalan dengan




(’@1 Perubahan RKPD
N Kabupaten Balangan Tahun 2024

o

ASUMSI-ASUMSI
TAHUN 2024

KETERANGAN

perekonomian global yang diprakirakan kembali pulih serta

meingkatnya kinerja ekspor batubara dan karet alam.

Impor Kinerja impor diperkirakan lebih kuat sejalan dengan membaiknya

konsumsi Rumah Tangga dan berpotensi mendorong impor barang

konsumsi, bahan baku industri, dan barang modal.

Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan pada umumnya dan Kabupaten
Balangan pada khususnya tahun 2024 diperkirakan akan menjadi lebih baik
dibandingkan tahun 2024, dengan kinerja lapangan usaha utama yang lebih baik dan
pertumbuhan konsumsi masyarakat yang menjadi faktor pendorong perekonomian
setempat. Pertumbuhan ekonomi global juga diprakirakan akan mencapai titik
terendah tahun ini sebelum naik secara moderat menjadi pada tahun 2026. Tetapi ada
beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti gangguan ekonomi yang disebabkan
oleh geopolitik dan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang yang juga

terindikasi mengalami pertumbuhan yang kuat.

3.1.1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan gambaran terkait bagaimana
penduduk dapat mengakses hasil pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
atau Human Development Report (HDR) merupakan ukuran untuk melihat kualitas
dan dampak kinerja pembangunan daerah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun
kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat
mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan,
pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (1) Umur
panjang dan hidup sehat (a long and healthy life); (2) Pengetahuan (knowledge); (3)
Standar hidup layak (decent standard of living). Angka IPM suatu daerah
mencerminkan kemampuan masyarakat dalam mengakses hasil pembangunan di

bidang kesehatan, pendidikan, dan standar kehidupan yang layak.

Komponen dasar kualitas hidup yang digunakan dalam Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) meliputi :

a) Umur Panjang dan Sehat: Diukur dengan harapan hidup saat lahir. Hal ini

mencerminkan kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang
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b) Pengetahuan: Diwakili oleh rata-rata tahun sekolah yang ditempuh oleh
penduduk dewasa dan ekspektasi tahun-tahun sekolah bagi anak-anak yang
masih bersekolah. Hal ini mencerminkan akses dan partisipasi dalam

pendidikan.

c) Kehidupan Layak: Diukur dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita.
Hal ini mencerminkan standar hidup dan akses terhadap kebutuhan dasar

seperti pangan, perumahan, dan akses terhadap layanan dasar.

d) Ketiga komponen ini digunakan untuk mengevaluasi dan membandingkan

tingkat pembangunan manusia di berbagai negara.

Perkembangan capaian IPM Kabupaten Balangan selama periode 2019-2023
menunjukkan pola yang semakin meningkat. Pada tahun 2019 angka [PM Kabupaten
Balangan sebesar 68,39 dan terus meningkat menjadi 72,97 pada tahun 2023,
meskipun angkanya masih di bawah rata-rata provinsi Kalimantan Selatan namun
sudah berada pada dikategori tinggi. Secara umum, perkembangan angka ini
menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang semakin membaik dari tahun
ke tahun. Peningkatan nilai [PM Kabupaten Balangan menunjukan bahwa Pemerintah
Kabupaten Balangan telah berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya
manusia di wilayah Kabupaten Balangan. Mempertimbangkan hal tersebut maka

proyeksi atau target IPM Kabupaten Balangan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Proyeksi/Target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Balangan
Proyeksi / Target 2024 2024 Perubahan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 70,61 73,74
Harapan Lama Sekoah (Tahun) 12,98 12,98
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) 8,63 8,63
Pengeluaran Per Kapita (juta) 12,088 12,088
Umur Harapan Hidup (Tahun) 68,52 73,69

Berdasarkan tabel diatas, dilakukan perubahan pada target IPM dan Umur
Harapan Hidup (UHH) dalam rangka percepatan peningkatan kualitas IPM Kabupaten
Balangan tahun 2024. Selain itu, adanya update sumber data berdasarkan Hasil Long
Form Sensus Penduduk 2020 yang lebih berkualitas dimana adanya perubahan
karakteristik demografi dalam 10 tahun terakhir, penggunaan statistik yang terbaru
sehingga meningkatkan kualitas data dan tersedianya data parameter kependudukan

terbaru. Dari hasil long form Sensus Pendudukan 2020 inilah nilai Angka Harapan

Hidup meningkat yaitu 73,69 tahun.
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3.1.1.4 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan isu yang melibatkan aspek multidimensi yang tidak
hanya disebabkan oleh masalah sosial saja. Kemiskinan merupakan bagaimana
individu atau keluarga tidak mendapat kemudahan mengakses berbagai layanan dasar
seperti pendidikan, kesehatan, tempat berteduh yang layak, dan ketahanan pangan.
Keluarga maupun individu miskin yang tidak mendapatkan bangku sekolah akan sulit
mengembangkan kemampuannya dan bersaing di dunia kerja. Ibu hamil dan menyusui
yang berada dalam kondisi miskin juga rawan tidak mendapatkan asupan yang cukup
sehingga berpeluang memiliki anak stunting. Keluarga maupun individu yang miskin,
apabila tidak memiliki ketahanan pangan akan berada pada kondisi kurang gizi, dan
kelaparan. Sehingga elemen-elemen tersebut perlu melibatkan tidak hanya
pemerintah daerah, kolaborasi dengan swasta, Forkopimda, dunia usaha, akademisi,
dan lembaga swadaya masyarakat.

Indikator makro kemiskinan terdapat 3 indikator dalam mengukur kemiskinan
suatu wiayah yaitu PO merupakan persentase penduduk miskin terhadap total
penduduk; P1 Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata
kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis
kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin jauh rata-rata pengeluaran
penduduk miskin dari garis kemiskinan; P2 Indeks Keparahan Kemiskinan merupakan
indeks ketimpangan pengeluaran semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi
ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Kinerja pemerintah Kabupaten
Balangan dalam menekan angka kemiskinan berada dalam kondisi fluktuatif. Pada
tahun 2019 jumlah penduduk miskin menyentuh angka 7.266 dan menurun pada
tahun 2020 menjadi 7.064, namun pada tahun 2021 meningkat cukup tajam sebanyak
8.062 sebagai dampak pandemic covid 19. Dampak pandemic covid 19 yang
menyebabkan lesunya ekonomi, rendahnya daya beli dan minimalnya pergerakan
masyarakat berdampak kepada penambahan penduduk miskin. Tahun 2022 angka
kemiskinan mengalami penurunan meskipun belum signifikan yaitu 7.852 atau
sebanyak 210 jiwa bisa keluar dari garis kemiskinan.

Pada tahun 2023 kembali terjadi penurunan pada jumlah penduduk miskin
sebanyak 7.074 atau sebanyak 778 jiwa bisa graduasi dari garis kemiskinan. Jumlah
penduduk miskin yang fluktuatif inline terhadap persentase penduduk miskin. Pada
tahun 2023 persentase penurunan penduduk miskin di Kabupaten Balangan
mengalami percepatan yang cukup tinggi yaitu 0,61% penurunan. Upaya bersama
pemerintah daerah Kabupaten Balangan tidak lepas dari program prioritas daerah

dalam berbagai aspek yaitu bedah rumah yang melibatkan organisasi (Baznas),
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Forkopimda, dan OPD. Salah satunya dari Dinas PUPR Perkim yang hingga akhir 2023
menargetkan 500 rumah dibedah, Dinas Sosial sebanyak 15 rumah berasal dari APBD
I dan empat rumah bersumber dari APBD I, Polres Balangan pada tahun 2023 juga
merehab 10 buah rumah dengan sasaran keluarga miskin ekstrem. Sektor ekonomi
juga terdapat terobosan dari Bupati Balangan yaitu program Sanggam Babungas dan
Sanggam Bakabun yang bekerjasama dengan bank daerah guna mendorong kredit
usaha yang mudah dan murah. Mempertimbangkan hal tersebut maka Persentase

Penduduk Miskin Kabupaten Balangan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6

Proyeksi/Target Tingkat Persentase Penduduk Miskin (P0) Kabupaten
Balangan tahun 2024

Proyeksi/Target 2024

Persentase Penduduk Miskin

(P0) 51

3.1.1.5 Rasio Gini

Penilaian kinerja ekonomi daerah tidak hanya dilihat dari sejauh mana tingkat
pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk, akan tetapi pemerataan
distribusi pendapatan daerah harus menjadi fokus utama dalam melihat tingkat
kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Ketimpangan distribusi pendapatan
antar penduduk yang tinggi dapat menimbulkan masalah-masalah sosial di
masyarakat. Indeks gini dipengaruhi berbagai hal yaitu jumlah penduduk,
pertumbuhan ekonomi, IPM, tenaga kerja dan pertumbuhan investasi.

Koefisien gini (gini ratio) merupakan salah satu ukuran yang sering digunakan
untuk menilai tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh di masyarakat.
Nilai gini ratio berkisar antara dari 0 sampai dengan 1, klasifikasi ketimpangan
berdasarkan gini ratio dibagi menjadi 3 bagian, gini ratio antara 0,5 atau lebih
termasuk ke dalam ketimpangan tinggi, nilai gini ratio antara 0,40-0,49 termasuk
kategori ketimpangan sedang, dan nilai gini ratio kurang dari 0,40 termasuk
ketimpangan rendah.

Nilai koefisien gini rasio Kabupaten Balangan pada tahun 2023 adalah 0,258
yang berarti ketimpangan pendapatan di wilayah Balangan dapat digolongkan dalam
kelompok ketimpangan rendah dan bisa dikatakan merata. Dinamika angka gini rasio
mengindikasikan adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Gini rasio juga
digunakan untuk melihat apakah pemerataan pengeluaran penduduk semakin baik

atau buruk. Dibandingkan tahun lalu, gini rasio Kabupaten Balangan mengalami
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penurunan dari 0,266 pada tahun 2022 menjadi 0,258 pada tahun 2023.
Mempertimbangkan hal tersebut maka proyeksi atau target Rasio Gini Kabupaten

Balangan tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.7
Proyeksi/Target Rasio Gini Kabupaten Balangan Tahun 2024
Proyeksi/Target 2024 2024 Perubahan
Rasio Gini 0,266 0,258

Berdasarkan tabel diatas, Proyeksi/Target Rasio Gini Kabupaten Balangan
Tahun 2024 Perubahan, Rasio Gini Kabupaten Balangan diupayakan mengalami
penurunan yaitu sebesar 0,258. Proyeksi ini menunjukkan bahwa ketimpangan
ekonomi Kabupaten Balangan semakin berkurang, menandakan adanya peningkatan

kesetaraan pendapatan di wilayah tersebut selama periode tersebut.

b. Perkembangan Ekonomi Makro Daerah Kabupaten Balangan

Perubahan struktur ekonomi sering dijadikan sebagai salah satu sinyal untuk
mengetahui ke arah mana pembangunan berlangsung dalam periode waktu tertentu.
Kondisi tersebut disandarkan pada kekuatan efisiensi dan eksploitasi sumber daya
yang terjadi. Saat suatu lapangan usaha mampu menciptakan efisiensi yang lebih
tinggi, maka lapangan usaha tersebut akan tumbuh lebih cepat dalam memproduksi
barang dan jasa dibandingkan dengan lapangan usaha lain yang belum mampu
berkinerja secara efisien. Implikasinya, kategori lapangan usaha yang mengalami

pertumbuhan yang lebih cepat tersebut akan meningkatkan pangsa lapangan usahanya

dan menyusutkan pangsa lapangan usaha lain dalam memproduksi barang dan jasa.

Gambar 3.1
LPE Kab. Balangan Menurut Lapangan Usaha dan Komponen Pengeluaran Pada
Tahun 2023
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KONSUMSI KONSUMSI LNPRT

KONSUMSI
RUMAH TANGGA PEMERINTAH

PEMBENTUKAN

MODAL TETAP

DOMESTIK BRUTO

Sumber : Balangan Dalam Angka, 2024

Adapun fluktuasi LPE di Kabupaten Balangan pada periode 2011 - 2023

dijelaskan pada Gambar 3.2 berikut.

Gambar 3.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Balangan Tahun 2011 - 2023

10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

-2,0
-4,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

e===Balangan

Sumber : Kabupaten Balangan Dalam Angka, 2024

4,17

Tabel 3.8
LPE Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023 Menurut Pengeluaran
LPE (%)
Komponen pengeluaran

2019 | 2020 | 2021 | 2022 2023
Konsumsi Rumah tangga 4,76 -0,37 1,21 5,39 521
Konsumsi LNPRT 7,70 -3,97 0,72 3,04 8,35
Konsumsi Pemerintah 3,32 -0,85 | -3,19 1,75 7,64
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto | 5,52 -1,34 0,30 5,32 5,16
Perubahan Inventori -61,20 | -95,20 | 30,14 | -976,32 -
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LPE (%)
Komponen pengeluaran
2019 | 2020 | 2021 | 2022 2023

Ekspor Barang dan Jasa 2,83 -3,18 5,98 5,89 -

Laju Pertumbuhan 3,16 -2,47 | 3,26 5,25 4,17

Sumber : Balangan Dalam Angka, 2023

Tabel 3.9
LPE (%) Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023 Menurut Lapangan Usaha
LPE (%)
Komponen Lapangan Usaha
2019 2020 2021 2022 2023

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4,05 -1,80 3,54 0,35 3,99
Pertambangan dan Penggalian 2,59 -3,74 3,84 6,19 3,62
Industri Pengolahan 2,23 -2,75 4,26 4,57 3,54
Pengadaan Listrik. Gas 4,70 4,08 3,92 7,55 8,19
Ef;gbﬁa;:n%;iegii‘g’laan Sampah, 762 | 608 | 052 3,04 2,94
Konstruksi 2,30 -0,09 0,74 4,25 7,33
Reparas Mobi dan SepedaMotar S01 | L0 | 123 | 853|667
Transportasi dan Pergudangan 5,01 -2,20 1,54 6,08 6,50
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 7,47 -0,26 1,32 5,46 911
Informasi dan Komunikasi 3,84 6,75 5,21 5,44 5,71
Jasa Keuangan 7,96 4,50 -4,01 1,59 6,38
Real Estate 2,86 2,48 3,39 3,69 5,54
Jasa Perusahaan 7,97 -2,58 4,36 7,26 8,59
Jasa Pendidikan 4,70 3,77 2,15 5,48 4,79
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 5,32 5,86 8,88 6,42 6,12
Jasa lainnya 6,89 -1,17 1,04 6,26 6,20
Laju Pertumbuhan 3,16 -2,47 3,26 5,25 4,17

Sumber : Balangan dalam angka, 2024

Pada saat kondisi tersebut terjadi, maka sebetulnya telah berjalan proses

restrukturisasi / rebalancing dalam perekonomian wilayah. Pada umumnya, seiring
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pembangunan yang berlangsung, proses tersebut berjalan diawali dengan
membesarnya pangsa kelompok kategori primer kemudian berangsur menurun
bergeser kepada membesarnya pangsa kelompok kategori sekunder dan tersier
(misalnya kategori industri dan jasa). Proses perubahan struktur tersebut idealnya
akan diikuti dengan perubahan pergeseran dalam pasar tenaga kerja dalam arah yang
sama. Namun demikian, pada prakteknya, kondisi tersebut tidak selalu berjalan.

Kondisi yang dijelaskan di atas kurang lebih berlangsung juga di Kabupaten
Balangan. Bukti nyatanya terlihat dari menyusutnya distribusi PDRB kelompok
kategori primer yakni kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan,
kemudian semakin kuatnya peranan kategori sekunder dan tersier (industri dan jasa).
Pada tahun 2019 share kelompok kategori primer ini sekitar 12,03 persen, sempat
meningkat di tahun 2020, kemudian menurun kembali tahun 2021 dan akhirnya tahun
2023 hanya mampu berkontribusi sekitar 7,68 persen. Penurunan share kategori
lapangan usaha primer dalam ini diikuti oleh meningkatnya share kelompok kategori
sekunder dan tersier (industri dan jasa) meskipun masih fluktuatif. Kondisi tersebut
mencerminkan bahwa proses pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah
daerah telah mengurangi dominasi kategori pertanian di Balangan dalam penciptaan
nilai tambah. Postur ekonomi (dilihat dari share PDRB) Balangan mengindikasikan
bahwa corak perekonomian Kabupaten Balangan masih bersifat agraris dan di sisi lain
masih sangat bergantung pada sektor pertambangan.

Nilai PDRB Kabupaten Balangan masih sangat bergantung pada komoditas
pertambangan. Pada tahun 2023, dengan pangsa mencapai 73,73 persen masih
menempatkan kategori lapangan usaha ini sebagai yang paling berpengaruh dalam
estimasi nilai PDRB Balangan. Kategori lapangan usaha pertambangan menjadi satu-
satunya sektor penyumbang nilai tambah terbesar sekaligus menjadi pintu
penghubung perekonomian Balangan dengan ekonomi global. Hal tersebut mengingat
sebagian besar komoditas tambang yang diproduksi Balangan mengalir melalui keran
ekspor ke luar negeri. Share kategori pertambangan terhadap PDRB ADHB Balangan
tahun 2023 mengalami sedikit penurunan dibanding tahun lalu utamanya disebabkan
oleh harga acuan batubara dunia yang agak menurun di tahun 2023 meski begitu
kategori ini masih menjadi penyumbang terbesar dalam PDRB Balangan. Hal tersebut
tentunya sangat berdampak pada harga jual batubara hasil penambangan di dalam
wilayah Balangan yang juga ikut meningkat. Selain itu, produksi batubara tahun 2023
juga meningkat untuk memenuhi permintaan konsumen dari dalam maupun luar

negeri. Adanya kenaikan harga yang sangat tinggi dan produksi yang juga meningkat
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tersebutlah yang diindikasikan menjadi penyebab utama peranan kategori

pertambangan dalam PDRB ADHB Balangan tahun 2023 masih sangat tinggi.

Gambar. 3.3
Pangsa PDRB Balangan Tahun 2023

Pertambangan dan Penggalian ] 73,73
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 7,68

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil... _] 4,16
Konstruksi ] 3,08
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan... ] 3
Jasa Pendidikan 2,27
Transportasi dan Pergudangan J 1,44
Industri Pengolahan J 1,26
Informasi dan Komunikasi ] 0,92
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial ] 0,69
Real Estat ] 0,66
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0,4
Jasa Keuangan dan Asuransi | 0,24
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah,...| 0,23
Jasa Perusahaan | 0,16
Jasa Lainnya | 0,06
Pengadaan Listrik dan Gas | 0,03

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Sumber data: BPS Kabupaten Balangan, 2024 diolah

Data distribusi PDRB Balangan memperlihatkan bahwa kategori lapangan
usaha perdagangan masih menjadi penyumbang nilai tambah dalam produksi barang
dan jasa ketiga terbesar setelah kategori lapangan usaha pertambangan dan pertanian.
Pada tahun 2023, pangsa PDRB kategori perdagangan mencapai 4,16 persen. Besarnya
pangsa kategori ini di Balangan sebagian besar didukung oleh kinerja subkategori
perdagangan besar dan eceran (bukan mobil dan motor) dan dukungan dari kinerja

kategori lapangan usaha pertanian dan pertambangan.

C. Perkembangan Inflasi Daerah

Secara tahunan, inflasi gabungan kota di Provinsi Kalimantan Selatan pada
triwulan IV 2023 tercatat sebesar 2,43% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III
2023 sebesar 2,72% (yoy). Inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional
yang sebesar 2,61% (yoy) maupun rata-rata inflasi gabungan kota di Provinsi
Kalimantan Selatan selama tiga tahun terakhir sebesar 2,61% (yoy)

Inflasi gabungan kota di Provinsi Kalimantan Selatan merupakan yang terendah

kedua setelah Kalimantan Barat, diikuti oleh Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan
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Tengah, dan Kalimantan Timur . Sementara itu, secara spasial, Kotabaru mencatatkan
inflasi tertinggi yaitu sebesar 3,81% (yoy), diikuti oleh Kota Tanjung sebesar 2,39%
(yoy) dan Kota Banjarmasin sebesar 2,28% (yoy). Pada April 2024 berdasarkan
perhitungan BPS Kota Tanjung menjadi rujukan Kabupaten Balangan dimana angka
inflasi sebesar 1,93% (yoy).

Inflasi pada Triwulan IV 2023 utamanya bersumber dari kelompok makanan,
minuman dan tembakau dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Kelompok
makanan, minuman dan tembakau tercatat inflasi sejalan dengan tingginya inflasi
harga komoditas rokok kretek filter, emas perhiasan dan beras. Kenaikan Cukai Harga
Tembakau (CHT) dengan rerata kenaikan sebesar 10% mendorong kenaikan harga jual
tembakau terutama rokok kretek filter. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya
didorong oleh meningkatnya harga komoditas emas perhiasan, seiring dengan tren
kenaikan harga emas dunia di tengah kondisi ketidakpastian global. Tekanan inflasi
beras berada pada level moderat disebabkan oleh base effect kondisi pasokan yang
masih belum kembali ke titik normal akibat adanya kendala produksi seperti hama
tungro dan bencana banjir yang menyebabkan sebagian area panen mengalami puso
pada periode Triwulan III dan IV 2022 yang lalu.

Meskipun demikian, kenaikan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi pada
beberapa komoditas kelompok makanan, minuman dan tembakau serta komoditas
perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, antara lain mangga, bahan
bakar rumah tangga, telur ayam ras, ikan tongkol, ikan selangat, cumi-cumi asin, tv
berwarna, kacang panjang, bawang merah dan ikan kembung.

Dengan perkembangan pada bulan Januari 2024 dan beberapa indikator harga,
tekanan inflasi tahunan Provinsi Kalimantan Selatan pada Triwulan 1 2024
diprakirakan lebih tinggi dibandingkan dengan Triwulan IV 2023. Kenaikan tekanan
inflasi terutama disebabkan oleh kenaikan bahan pangan dan komoditas inti. Kenaikan
harga pada komoditas beras diprakirakan masih berlanjut sejalan dengan menurunnya
produktivitas tanaman pangan terdampak kondisi cuaca ekstrim dengan curah hujan
ynag masih tinggi. Daging dan telur ayam ras diprakirakan naik sejalan dengan
kenaikan permintaan di level konsumen di tengah harga pakan yang terus meningkat.
Selanjutnya, harga gula diprakirakan meningkat akibat penyesuaian HAP di tengah
penurunan pasokan. Sementara itu, tarif angkutan udara diprakirakan meningkat

seiring masuknya siklus festive season menjelang HBKN Idul Fitri.
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d. Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Balangan pada Semester [ 2023
menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan Semester I 2022. Hal tersebut
terkonfirmasi dari perbaikan jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan
penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sejalan dengan perbaikan mobilitas
dan aktivitas ekonomi Balangan.

Optimisme daya beli masyarakat dalam 6 bulan ke depan menunjukkan
peningkatan sejalan dengan hasil Survei Konsumen Bank Indonesia. Sejalan dengan hal
tersebut, kondisi kesejahteraan petani Provinsi Kalimantan Selatan tercatat
meningkat, tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan IV 2023 yang
tercatat sebesar 113,16; lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III tahun 2023
sebesar 108,65. Pada tahun 2023, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Balangan
tercatat sebesar 72,97 meningkat dari tahun 2022 sebesar 72,2. Peningkatan IPM
Balangan bersumber dari peningkatan seluruh dimensi umur panjang dan hidup sehat
(UHH), serta pengetahuan (HLS dan RLS) dan standar hidup layak (pengeluaran per
kapita).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Balangan menurun diiringi dengan
perbaikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Hal ini tercermin dari Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 2,7%, menurun dibandingkan dengan
periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 3,98%. Pada level Provinsi, TPT
seluruh provinsi di Kalimantan juga mengalami perbaikan. Hal ini sejalan dengan
kondisi TPT Nasional yang juga mengalami penurunan dari 5,86% menjadi 5,32% pada
Semester 11 2023 (Agustus 2023).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Balangan menunjukkan kenaikan
dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. TPAK pada periode
Agustus 2023 tercatat sebesar 73,16% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya
sebesar 72,54%. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah pertumbuhan angkatan kerja
lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan populasi usia kerja. Berdasarkan jenis
kelamin, TPAK pekerja laki-laki mengalami kenaikan sebesar 3,64% menjadi 87,11%,
sementara TPAK pekerja perempuan mengalami penurunan sebesar 2,59% menjadi

59,07%.

Tabel 3.10
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Balangan, 2021-2023
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)
Kabupaten
2021 2022 2023
Balangan 2,44 3,98 2,70

Sumber : BPS Kabupaten Balangan 2024
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e. Nilai Tukar Petani

Pada triwulan IV 2023, Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan Selatan tercatat
sebesar 113,16; meningkat dibandingkan dengan triwulan III tahun 2023 sebesar
108,65. Peningkatan indeks harga yang diterima (It) oleh petani mengalami
peningkatan yang lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan indeks harga yang
dibayar (Ib) oleh petani pada seluruh subsektor penyusunnya sehingga menyebabkan
naiknya NTP. Lebih rinci, kenaikan Indeks Konsumsi Rumah Tangga tercatat sebesar
2,66% (yoy) disebabkan oleh fluktuasi harga barang dan jasa yang di konsumsi dan
diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Disamping itu, indeks BPPBM
mengalami kenaikan sebesar 3,36% (yoy) didorong oleh kenaikan subkelompok sewa
dan pengeluaran lainnya (sewa tanah/lahan) serta subkelompok bibit/benih. Akan
tetapi, kenaikan tersebut dapat diminimalisir oleh peningkatan Indeks harga yang
diterima petani (It) sejalan dengan kenaikan harga pada sebagian besar komoditas
sepeti pada komoditas padi, sayur-sayuran, karet, kelapa sawit, kerbau, unggas, hasil
unggas, ikan sepat, ikan gabus dan beberapa komoditas perikanan tangkap dan
budidaya air tawar.

Secara umum, kenaikan indeks harga yang diterima petani didorong oleh
kinerja seluruh subsektor penyusun NTP terutama pada NTP subsektor Tanaman
Pangan (NTPP) dengan indeks sebesar 114,05 dan meningkat secara tahunan sebesar
10,66% (yoy). Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan harga pada komoditas
padi seiring dengan stok gabah varietas unggul menipis dan tingginya permintaan dari
luar daerah, sementara gabah yang dikuasai petani oleh petani mengalami penurunan
khususnya pada bulan Desember 2023. Peningkatan tersebut terkonfirmasi dari
kenaikan harga gabah kualitas GKP di tingkat petani dan penggilingan pada bulan
Desember 2023 masing-masing sebesar 20,36% (mtm) dan 20,16% (mtm)
dibandingkan bulan September, dengan tingkat harga saat ini masing-masing sebesar
Rp9.457,-/kg dan Rp9.571,-/kg.

Kondisi yang sama juga terjadi pada NTP Tanaman Hortikultura, yang
mengalami akselerasi secara tahunan sebesar 7,62% (yoy) dengan indeks mencapai
106,81. Hal ini didorong oleh kenaikan harga kelompok sayur-sayuran, khususnya
pada komoditas tomat, terong, cabai rawit, sawi hijau, dan cabai merah yang tercatat
meningkat. Peningkatan indeks yang diterima lebih lebih lanjut tertahan oleh
peningkatan indeks KRT dan indeks kelompok BPPBM.

NTP Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) pada triwulan IV 2023 juga
mencatatkan akselerasi tahunan sebesar 6,63% (yoy) dengan indeks berada pada level

117,66. Peningakatan NTP pada subsektor ini disebabkan oleh kenaikan indeks harga
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yang diterima lebih tinggi dibandingkan dengan indeks harga yang dibayarkan oleh
petani terutama pada komoditas karet dan kelapa sawit. Disisi lain, kenaikan indeks
lebih lanjut pada subsektor ini tertahan oleh kenaikan indeks kelompok KRT seiring
dengan pergerakan inflasi dan kenaikan indeks kelompok BPPBM khususnya pada
subkelompok barang modal, bibit/benih, transportasi dan komunikasi dan pupuk serta
pestisida.

NTP subsektor Peternakan (NTPT), yang mengalami akselerasi secara tahunan
sebesar 1,79% (yoy) dengan indeks mencapai 104,31. Hal ini didorong oleh kenaikan
harga pada sebagian besar kelompok, kecuali harga pada kelompok ternak kecil
(komoditas kambing). Peningkatan indeks yang diterima petani pada sebagian besar
kelompok tertahan oleh peningkatan pengeluaran barang modal, bibit dan bakalan,
serta obat-obatan dan pakan ternak yang berada pada level yang tinggi terutama pada
komoditas telur itik/bebek dan telur ayam kampung/buras.

NTP Perikanan (NTNP) mencatatkan indeks sebesar 99,22 dengan peningkatan
sebesar 0,39% (yoy) seiring naiknya harga berbagai komoditas perikanan tangkap dan
perikanan budidaya. Pada perikanan tangkap kenaikan harga pada kelompok
komoditas perairan umum dan laut seperti ikan sepat, gabus, tenggiri kepiting laut,
cumi-cumi, rajungan, kakap dan bawal menyebabkan kenaikan indeks harga yang
diterima oleh petani. Sementara pada kelompok perikanan budidaya kenaikan harga
komoditas ikan patin, nila, mas, lele dan ikan bawal menjadi pendorong kenaikan
indeks pada kelompok ini. Kenaikan NTP pada kelompok perikanaan juga didukung
oleh penurunan indeks BPPBM seiring dengan penurunan harga komoditas pakan
pada subkelompok pengeluaran pupuk, obat-obatan dan pakan ikan.

Berdasarkan beberapa data tersebut di atas, maka secara umum kebijakan
ekonomi Kabupaten Balangan yang fokus kepada upaya peningkatan kontribusi PDRB
dari sektor pertanian, perdagangan dan sektor tersier lainnya sudah tepat dan namun
perlu percepatan dan akselerasi lebih lanjut sehingga target pertumbuhan ekonomi
dan besaran kontribusi per sektor dapat tercapai.

Jika dirinci, perbaikan ekonomi di tingkat global menjadi faktor pendorong
utama membaiknya perekonomian Kalimantan Selatan dan Balangan. Hal tersebut
terlihat dari tingginya tingkat pertumbuhan komponen ekspor barang dan jasa pada
PDRB dengan nilai 13.124,55 miliar rupiah. Hal ini dikonfirmasi dengan tingginya
pertumbuhan dan share lapangan usaha utama Balangan yang berorientasi ekspor
seperti lapangan usaha pertambangan dan penggalian dengan komoditas utama

ekspor batubara, dan lapangan usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan dengan
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Di tingkat domestik, perbaikan ekonomi Balangan ditandai dengan
membaiknya konsumsi rumah tangga. Setelah pada Tahun 2022 hanya mampu tumbuh
di angka 2.949,33 milyar rupiah, komponen konsumsi rumah tangga pada PDRB
mampu tumbuh di angka 3.236,01 milyar rupiah di Tahun 2023. salah satu faktor
peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah semakin massif nya aktivitas
masyarakat pasca pandemi. Perbaikan konsumsi rumah tangga juga terlihat dari
bertumbuhnya 2 sektor lain. 2 sektor yang dimaksud adalah sektor perdagangan serta
sektor konstruksi yang meningkat tinggi.

Perekonomian Balangan diprakirakan tetap tumbuh positif dengan adanya
kegiatan pemilu serentak untuk Presiden, DPR, DPRD, dan DPD pada awal tahun
2024 serta pemilihan Kepala Daerah serentah pada akhir tahun 2024. Meskipun
pada tahun 2023 melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini sejalan
dengan perlambatan perekonomian global yang berdampak terhadap permintaan
domestik dan Eksternal.

Di tingkat global, bayangan resesi ekonomi masih sama dengan awal tahun
2024 dimana semakin jelas dengan kemungkinan belum berakhirnya konflik Rusia -
Ukraina serta konflik baru Israel dan Hamas-Iran bahkan merambat ke berbagai
negara lainnya . Konflik tersebut berpengaruh terhadap beberapa hal sebagai berikut.

¢ Kenaikan harga minyak dan komoditas energi pada umumnya.
e Merosotnya beberapa pasokan komoditas pangan
e Lonjakan inflasi global akibat 2 hal di atas.

e Krisis energi di Eropa yang disusul dengan memburuknya perekonomian.
Data menyebutkan bahwa inflasi telah mencapai 10 persen yang membuat
Bank Sentral Eropa dan Bank Sentral Inggris menaikkan suku bunga sampai
pada level 2,5 persen dan 3,5 persen secara berturut-turut. Bayang-bayang
resesi ekonomi di Eropa tercermin dari memburuknya perekonomian

Jerman dan Inggris.

e Keadaan di Eropa tersebut kemudian berpengaruh terhadap pasar ekspor
Amerika Serikat dan Tiongkok yang juga berpotensi buruk terhadap

perekonomian mereka.
e Merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS

Selain karena konflik antar negara, bayangan resesi ekonomi di Tahun 2024-
2025 juga disinyalir akan terjadi karena adanya pengetatan likuiditas di Amerika

Serikat. Selain itu, ada fenomena transformasi ekonomi di Tiongkok yaitu transformasi
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menuju ekonomi berbasis digital dan ekonomi hijau yang ramah lingkungan serta

transformasi menuju produksi yang berorientasi pasar domestik.

Di tingkat nasional beberapa fenomena yang diproyeksikan terjadi adalah

sebagai berikut.

e Implementasi peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang Undang (Perppu) Cipta Kerja, Undang Undang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang Undang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta Undang Undang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

e Transformasi ekonomi dalam bentuk dalam bentuk hilirisasi komoditas
sumber daya alam, transisi energi, peningkatan kualitas sumber daya

manusia, dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

e Pelonggaran pandemi akan meningkatkan mobilitas masyarakat yang akan

berdampak positif pada tingkat konsumsi rumah tangga.
e Insentif kendaraan listrik
e Kebijakan B35

e Pemerintah Pusat akan menjaga tingkat konsumsi

Fenomena-fenomena penting yang disampaikan di atas diproyeksikan akan
berpengaruh terhadap perekonomian Balangan dan kapasitas keuangan daerah.
Pengaruh tersebut terjadi dalam dua sisi, yaitu sisi positif sebagai prospek dan sisi
negatif sebagai tantangan.

Prospek yang nyata yang dapat berpengaruh positif pada perekonomian
Balangan adalah pelonggaran aktivitas masyarakat pasca pandemi, baik di tingkat
lokal, nasional, maupun global. Pelonggaran ini diproyeksikan akan meningkatkan
tingkat konsumsi dan permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan di
Balangan secara keseluruhan.

Peningkatan aktivitas masyarakat secara global, akan meningkatkan tingkat
produksi di negara-negara produsen. sejalan dengan peningkatan tingkat produksi
tersebut, maka kebutuhan energi juga akan meningkat sehingga akan berpengaruh
positif terhadap permintaan batubara khususnya di Balangan dan lapangan usaha
pertambangan dan penggalian secara umum.

Peningkatan aktivitas masyarakat secara global, juga diproyeksikan akan

berpengaruh positif terhadap ekspor komoditas pertanian seperti karet dan kelapa
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sawit. Hal ini diharapkan dapat berpengaruh positif secara umun pada lapangan usaha
pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Namun, peningkatan aktivitas ini akan terkoreksi dengan bayangan resesi dunia
beserta fenomena-fenomena dampaknya. Oleh karena hal tersebut, peningkatan
permintaan produk 